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Abstrak

Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang benar dalam Pemerintah Daerah merupakan kunci
keberhasilan Pembangunan, karena Pelaku Pengadaan merupakan subyek dalam Tata Kelola PB)J
sementara objeknya ada pada anggaran yang dibelanjakan. Apabila Tata Kelola Pengadaan Barang dan
Jasa salah, maka berakibat pada Konsekuensi Penggunaan Anggaran yang salah. Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa adalah Unit Kerja yang memfasilitasi OPD dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan
Penataan dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa karena UKPBJ seharusnya menjadi Pusat
Keunggulan SDM dan Sistem Informasi Pengadaan yang digunakan dalam sektor Pengadaan. Namun
apabila SDM Pengadaan tidak mendapatkan Pelatihan atau Pendampingan, akan memperlambat

proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Pemerintahan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah mendorong banyak kalangan
untuk mencari alternatif pemecahan masalah di bidang teknologi sistem informasi. Masalah Asistensi
Desk ini dapat diselesaikan dengan Proses alternatif seperti Asistensi Desk online, karena masa
pandemi ini membuat OPD sangat lambat untuk menanggapi permintaan Asistensi Desk, sehingga
tingkat keterlibatannya rendah, memperlambat proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, berbagai
tingkat pemahaman pengguna tentang sistem menyebabkan kesalahan entri data, sementara di satu
sisi, ketersediaan anggaran bimbingan teknis menjadi masalah bagi beberapa OPD. Dengan adanya
video tutorial belajar mandiri, pengguna dapat menghemat waktu mempelajari sistem informasi yang

digunakan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga

kami dapat menyelesaikan Kegiatan Seminar Aksi Perubahan sebagai salah satu tahapan dalam

Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2022 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akhir Aksi Perubahan ini merupakan salah satu syarat penyelesaian rangkaian Pelatihan

Kepemimpinan. Dalam kegiatan ini Reformer melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Aksi Perubahan

sebagai bentuk aktualisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2022.

Tersusunnya Laporan Aksi Perubahan ini tentunya tidak terlepas dari peran serta dan dukungan

dari banyak pihak. Olehnya itu Reformer menyampaikan ucapan dan penghargaan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

Bupati Poso, Ibu Dr. VERNA G.M. INKIRIWANG dan Wakil Bupati Poso, Bapak YASIN MANGUN,
S.Sos,

Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Bapak YAN E. GULUDA, SH., MH. Dan PIt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Poso, Bapak FRITZ SAMPURNAMA KANDORI, SH

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Poso, Ibu Dra. CHRISNAWATI LIMBONG, selaku
Mentor dalam penyusunan Aksi Perubahan ini,

Coach Dr. ASPINA, S.Pd., M.Pd, yang telah memberikan nimbingan serta arahan dalam perumusan
Rancangan Aksi Perubahan,

Tim Widyaiswara yang telah memberikan materi selama Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan
Administrator Angkatan VI Tahun 2022,

Rekan-rekan Peserta PKA VI Tahun 2022 yang saling memberikan support untuk penyelesaian
Laporan Aksi Perubahan,

Semua Stakeholder yang telah membantu kami dalam mensukseskan Aksi Perubahan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Aksi Perubahan ini belum sempurna, sehingga kami berharap

kritik dan saran konstruktif guna perbaikannya.



Kiranya Aksi Perubahan ini dapat membantu semua pihak dan Reformer dalam pelaksanaan
Tugas dan Fungsinya serta memperbaiki Kinerja Organisasi serta Tata Kelola Pengadaan Barang dan

Jasa di Pemerintah Kabupaten Poso.

Poso, 20 Mei 2022

Reformer

/

LUKMAN HAKIM MA;ARUF, ST., M.Si
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Pendahuluan

Latar Belakang

Menurut Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dimana Indeks ini menjadi Indikator yang dinilai
untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel dan sesuai Surat Edaran Kepala LKPP
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek
Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, ITKP Minimal Baik terdiri atas indikator
Pemanfaatan Sistem Pengadaan (bobot 30%), Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia PBJ

(bobot 30%), dan Tingkat Kematangan UKPBJ (bobot 40%).

Berdasarkan hasil penilaian LKPP R, nilai Kabupaten Poso dibandingkan dengan Kabupaten lain

di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Nilai per Indikator
@) @ Total Nilai
No. Nama Pemerintah Daerah ) @) Kualifikasi dan Tingkat dengan Predikat Ket
SiRUP E-Tendering | Kompetensi | Kematangan | Pembobotan
SDM PBJ UKPBJ
1 Provinsi Sulawesi Tengah 0,00 16,80 2,00 35,56 54,36 Cukup
2 Kota Palu 9,17 10,20 3,21 0,00 22,59
3 Kabupaten Donggala 0,00 16,40 0,00 0,00 16,40
4 Kabupaten Parigi Moutong 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00
5 Kabupaten Tojo Una-Una 10,00 15,00 8,40 17,78 51,18
6 Kabupaten Morowali 7,18 18,00 0,00 0,00 25,18
7 Kabupaten Banggai 10,00 16,40 10,43 35,56 72,39
8 Kabupaten Poso 7,64 20,00 0,94 0,00 28,57
9 Kabupaten Buol 10,00 0,00 9,38 0,00 19,38
10 Kabupaten Toli-Toli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Kabupaten Sigi 10,00 17,20 0,00 4,44 31,64
12 Kabupaten Banggai Kepulauan 0,00 18,80 0,00 0,00 18,80
13 Kabupaten Morowali Utara 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00
14 Kabupaten Banggai Laut 0,00 19,40 0,00 0,00 19,40

Tabel 1. ITKP Provinsi Sulteng; Sumber data : Surat LKPP Nomor 4826/D.3/03/2022



Dari 4 Indikator di atas, SIRUP (1) menjadi Indikator yang paling penting dari semuanya
dikarenakan SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah Sistem yang dijadikan
Sumber Informasi bagi Masyarakat. Keterbukaan informasi rencana pengadaan pemerintah melalui
SiRUP dapat membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik. Pasalnya, masyarakat dapat
ikut serta dalam mengawal program pengadaan pemerintah.

Melalui SiRUP, mereka bisa melihat proyek pengadaan apa saja yang sedang direncanakan
pemerintah daerah masing-masing. Sistem berbasis web ini memuat detil informasi seperti satuan
kerja, lokasi kegiatan, nama paket pengadaan, tanggal pengumuman, sumber dana dan pagu, mata
anggaran, metode pemilihan penyedia dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Filosofi penerapan aplikasi SiRUP adalah untuk mengumumkan nilai uang yang akan
dibelanjakan pemerintah.

Walaupun masih dalam bentuk informasi umum, penyedia setidaknya dapat mempersiapkan
lebih awal dan memilih paket-paket pekerjaan yang kemungkinan bisa mereka ikuti.

Lalu Mengapa RUP sangat penting untuk di umumkan ?

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan
Barang/Jasa yang bersumber dari APBN/APBD dari rencana Anggaran Kementrian/Lembaga/Perangkat
Daerah (K/L/PD) sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/PD secara pembiayaan
bersama (co-financing).

Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini nantinya akan mempengaruhi kapan proses lelang
Pengadaan Barang/Jasa bisa dimulai, dan salah satu bentuk transparansi dalam hal pengadaan
barang/jasa maka pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 sebagai pengganti
atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 1 Angka 19 yang
menjelaskan bahwa Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah
daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD.

Selanjutnya pada pasal 22 angka (1) menyatakan “Pengumuman RUP Kementrian/Lembaga
dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja”, dan pada angka (3) Pengumuman RUP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana

Umum Pengadaan (SIRUP).



Merujuk pada Perpres tersebut, daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan
oleh pemerintah wajib untuk diumumkan pada aplikasi SIRUP setelah Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DPA) diperoleh.

KONDISI YANG ADA

Senada dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 22 angka (3) tersebut, Bupati Poso melalui
Surat Wakil Bupati Poso telah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 607/12/BPBJ/2022 tanggal 03
Pebruari 2022 perihal Himbauan Input RUP TA 2022, dimana surat edaran tersebut diinstruksikan agar
seluruh PA/KPA memerintahkan Kasubag Program atau Admin yang ditugaskan untuk menginput RUP
dan segera berkoordinasi dengan SUB BAG LPSE BAGIAN PBJ SETDAKAB POSO. Hal tersebut
dimaksudkan agar proses penginputan bisa segera dipercepat, karena semua proses pengadaan
Barang/Jasa bergantung pada Pengumuman RUP tersebut

Surat Wakil Bupati nomor 607/12/BPBJ/2022 tersebut, merupakan tindak lanjut dari Surat
Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah RI, Nomor 027/2929/S) dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana salah satu

langkah-langkah percepatan dimaksud adalah

“ Dalam Rangka meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata
Kelola Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Daerah agar memanfaatkan
Sistem Pengadaan yang terdiri dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan, E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non E-
Tendering dan Non E-Purchasing, serta E-Kontrak “

Data pertanggal 1 Maret 2022 atas RUP yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) menunjukkan:

1. Terdapat 16 (Enam Belas) OPD yang telah mengumumkan RUP.

2. Nilai pagu RUP Daerah yang diumumkan baru sebesar 32.54% (empat puluh delapan koma

satu sembilan persen) dari total anggaran belanja pengadaan barang/jasa sebesar
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Rp.444.474.400.000. Hal ini disebabkan masih banyak belanja pengadaan barang/jasa
melalui swakelola dan penyedia (terutama metode pemilihan Pengadaan Langsung dan

Penunjukan Langsung) yang belum diumumkan.

Berikut Data Spesifik Rencana Umum Pengadaan per Tanggal 17 Maret 2022.

i Apps 3K vmeT - Proxmox Vir.. AAVE 10 Plugin SEO Wor.. [l Google (XML) Site.. @ Apa Vang Harus diL.. @ Cara AmpuhMend.. O KonfigurasiDNSSe.. [P Cara membuat priv.. 8 (289) How to point.. » Reading list
Cari Paket Penyedia Pa FAQ Berita Dashboard #42022 & Masuk
Swakelola Pensy;;ill(:‘?’laalam
Satuan Kerja
Pagu Paket Pagu Paket Pagu Total Pagu
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Poso & PA/KPA 69 553 0 0 0 0 69 553
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Poso & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Poso & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Poso & PA/KPA M 47 0 0 0 0 41 471
5 Badan Pendapatan Daerah Kab Poso & PA/KPA 76 1.094 0 0 0 0 76 1.094
6 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab Poso & PA/KPA 132 887 0 0 0 0 132 887
7 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Poso & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dinas Kesehatan Kab Poso & PA/KPA 194 35.302 0 0 0 0 194 35302
9 Dinas Ketahanan Pangan Kab Poso & PA/KPA 78 860 1 48 0 0 79 908
10 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Poso & PA/KPA 103 1.730 1 300 0 0 104 2.030
11 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kab Poso & PA/KPA 1 192 0 0 0 0 1 192
12 Dinas Lingkungan Hidup Kab Poso & PA/KPA 72 1.859 0 0 0 0 72 1.859
13 Dinas Pariwisata Kab Poso & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Poso & PA/KPA 469 78.269 20 5.030 0 0 489 83.299
15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Poso & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Poso & PA/KPA 90 515 0 0 0 0 90 515
17 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab Poso & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Poso & PA/KPA 41 249 51 3.929 0 0 92 4.178
19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Poso & PA/KPA 0 0 0 0 0 o 0 0 i
21 Dinas Perhubungan Kab Poso & PA/KPA 51 6.073 38 4.499 0 0 89 10.573
22 Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Poso & PA/KPA 62 869 0 0 0 0 62 869
23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Poso & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dinas Pertanian Kab Poso & PA/KPA 85 1.159 33 1.730 0 0 118 2.890
25 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Poso & PA/KPA 65 2.037 0 0 0 0 65 2.037
26 Dinas Sosial Kab Poso & PA/KPA 41 535 1 2 0 0 42 538
27 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Poso & PA/KPA 59 176 0 0 0 0 59 176
28 Inspektorat Kab Poso & PA/KPA 54 642 0 0 0 0 54 642
29 Kecamatan Lage & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kecamatan Lore Barat & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kecamatan Lore Peore & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kecamatan Lore Selatan & PA/KPA 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gambar 1. Presentase OPD yang sudah mengumumkan dan yang belum mengumumkan
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Kecamatan Pamona Puselemba & PAKES o o 1] (i} o i}
Kecamatan Pamona Selatan & PA/KPA 0 a o i} 1} i}
Kecamatan Pamona Tenggara & PASKPA 0 0 1} 0 1} 0
Kecamatan Pamona Timur & FAKPA 0 ) o Q o a
Kecamatan Pamona Utara & PAKPA o 1] D 0 1] 0
Kecamatan Pasa Kota & PAJKPA o o o 0 0 0
Kecamatan Posa Kota Selatan & PASKPA 1] 0 [} 0 o a
Kecamatan Poso Kota Utara & PAKRA 0 o o Q o 9
Kecamatan Poso Pesisit & PASKPA 1] 0 V] [i} 1} 0
Kecamatan Poso Pesisir Selatan & PAKPA 0 0 o Q [ a
Kecamatan Poso Pesisir Utara & PASKEA 17 a0 '] Q o 0
Rumah Sakit Umum Daerah Kab Poso o PASKPA 4 55549 o 1} 0 a
Satuan Polisl Parmong Praja dan Pemaclam Kebakaran Kab Poso & PA/KPA 43 3718 o Q o a
Sekretariat Daerah Kab Poso & PA/KPA 59 Z010 a o o o
Sekretariat DPRD Kah Poso & PAKEA 46 1483 4 (1 o o

Tabel 2. Data Terkini Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Total Belanja PBJ
Rp. 444.474.400.000

= Sudah 24 OPD
= Belum 27 OPD

]

55949

376

1010

1183



Seharusnya Total Anggaran yang harus diumumkan sebesar Rp. 444.474.400.000 (Empat Ratus

Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun

sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 baru 24 OPD yang mengumumkan atau sebesar 37,41 % dari

Total Anggaran yakni sebesar Rp. 166.277.873.000 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh

Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan 27 OPD belum mengumumkan atau

sebesar 62,50 % dari Total Anggaran sebesar Rp. 278.196.527.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan

Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Beberapa permasalahan yang ditimbulkan akibat tidak atau terlambat melaksanakan

penyusunan RUP dan pengumuman RUP adalah sebagai berikut:

1.

2.
3.

4.

Terlambatnya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Kondisi ini biasanya disebabkan oleh KPA yang ditunjuk baru menjabat dan belum
berpengalaman dalam melaksanakan suatu pengadaan serta tidak ada koordinasi dengan
PPK, sehingga KAK atau TOR belum ditetapkan dan jadwal pelaksanaan pengadaan belum
terencana dengan baik.

Tidak dapat dilaksanakannya pemilihan penyedia dan pencatatan kontrak secara elektronik.
Berpotensi terjadinya kegagalan pemilihan penyedia akibat kurangnya partisipasi dan
kesiapan pelaku usaha serta rendahnya kualitas persiapan pengadaan.

Dari sisi pelaku usaha atau penyedia jasa akan berdampak kurangnya persiapan
mereka untuk mengikuti kegiatan pelelangan, baik dari kesiapan dokumen administrasi dan
dokumen perizinan serta dokumen teknis lainnya. Sehingga dapat dipastikan penyedia jasa
yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari yang dipersyaratkan, dan jika ada kurang
kompetitif.

Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk
antisipasi permasalahan pengadaan barang/jasa.

Jika K/L/PD tidak mengumumkan rencana umum pengadaannya, maka dapat
dipastikan pelaksanaan pengadaan tidak dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala,
karena dapat dipastikan bahwa informasi awal tidak dapat diperoleh oleh LKPP selaku
pembina, pimpinan K/L/PD untuk mengevaluasi atas proses dan APIP K/L/PD dalam hal

monitoring kinerja.



5. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa yang berpotensi
menimbulkan pengaduan masyarakat atau permasalahan hukum.
6. Dapat terkena sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82.

Pada pasal 82 ayat (1) dinyatakan bahwa sanksi adminstratif dikenakan kepada
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu

perbuatan yang menjadi kewajibannya.

Dari uraian yang disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya satuan kerja
mengumumkan rencana umum pengadaan yang akan dilaksanakan dan akibat yang ditimbulkan jika

tidak dilaksanakan akan berdampak pada Perangkat Daerah dan pejabat terkait.

TUJUAN
1. Jangka Pendek

Tujuan aksi perubahan yang akan dicapai dalam jangka pendek (2 bulan) diharapkan sebagai
pengungkit (leverage) percepatan Proses Pelaksanaan PBJ di Kabupaten Poso yang sudah terlambat

2 bulan karena sekarang sudah akhir dari TW 1.

2. Jangka Menengah
Tujuan aksi perubahan yang akan dicapai dalam jangka menengah (1 Tahun) diharapkan

percepatan Proses Pelaksanaan PBJ dapat diselesaikan sebelum Pertengahan Tahun sehingga OPD
yang memiliki Pekerjaan Fisik Jasa Konstruksi masih dapat berkontrak untuk menyelesaikan

pekerjaan di Tahun Anggaran ini.

3. Jangka Panjang
Tujuan aksi perubahan yang akan dicapai dalam jangka Panjang (di atas 1 Tahun) yakni

menaikkan Nilai Indikator Tata Kelola PPBJ Kabupaten Poso maka diharapkan Aksi Perubahan ini

dapat di jadikan Patokan seluruh OPD untuk terus melaksanakan Tata Kelola PBJ dengan benar.



MANFAAT

1. Bagi Organisasi
Manfaat aksi perubahan bagi organisasi dapat menambah Skill Pegawai PBJ yang mana

Pegawai PBJ atau disebut Pejabat Pengelola Pengadaan dan Personil Lainnya dapat meningkatkan

Kemampuan mereka dalam melakukan Pemndampingan terhadap OPD lain.

2. Bagi Pemda

Manfaat aksi perubahan dalam mendukung reformasi birokasi bagi Pemerintah Daerah
adalah dapat memangkas waktu Pengguna Sistem Informasi baik untuk PA/KPA dan PPK OPD secara
keseluruhan dalam melakukan Penginputan RUP sehingga Kinerja Pemerintah Daerah dalam
bidang Pengadaan Barang dan Jasa bisa lebih baik nilainya di mata Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. Bagi Masyarakat
Manfaat aksi perubahan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik akan sangat terlihat

pada kesiapan Masyarakat yang menjadi Pelaku Usaha dalam bersaing di sektor Pengadaan Barang
dan Jasa, karena dengan memahami Sistem Rencana Umum Pengadaan ini Masyarakat dapat
dengan cepat mengidentifikasi Jenis Pekerjaan yang sesuai dengan Kualifikasi Bidang Usaha

mereka.

RUANG LINGKUP

Kelanjutan dari Inovasi ini disesuaikan dengan Pengembangan Versi Aplikasi, karena setiap versi,
memiliki Tutorial yang berbeda pula. Seperti diketahui, saat ini versi Aplikasi Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan adalah v3.0, sehingga lingkup Aksi Perubahan ini seputar diperuntukkan untuk

Pendampingan terhadap Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) v3.0.
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Profil Organisasi

VISI MISI BUPATI POSO

Berikut ini Visi Misi Kabupaten Poso di bawah kepemimpinan Bupati Poso Periode 2021-2024,
Ibu dr. Verna G.M. Inkiriwang.

VISI

“Poso menjadi Kabupaten Maju, Tangguh dan
Terdepan di Sulawesi Tengah”

MISI

01 U

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah
Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel,
Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.

02.§

Mewu di( n kualitas kesehatan masyarakat
menuju Poso sehat

ITAR

Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas
Dan Inklusif Menuju Poso Pintar

Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang

sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi
sumberdaya lokal

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional,
transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel

yang Harmoni dan Tangguh Bencana, sadar akan Lingkungan
Berkelanjutan, toleran, dan damai.

NAR ERI AN

Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah,
indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan
Dan merata di seluruh wilayah

Gambar 2. Visi Misi Bupati Poso; Sumber data : http://ppid.posokab.go.id
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Bila dilihat dari Misi Kabupaten Poso maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ikut

bertanggungjawab untuk melaksanakan Misi 4 dan 5 lewat Tata Kelola Pengadaan yang benar, sehingga

dapat memiliki nilai manfaat yang secara tidak langsung akan memperbaiki Perekonomian Masyarakat

yang memiliki daya saing, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten yang lebih Transparan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

“ Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui

e-Tendering “

Artinya kami Bagian Pengadaan Barang dan Jasa harus melaksanakan Seluruh Pengadaan Barang

dan Jasa melalui Sistem Informasi yang telah ditentukan yaitu melalui Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) yang berada di Layanan Peengadaan Secara Elektronik yang kebetulan berada di Unit

Kerja kami.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Nomor 095/0274/BPBJ/2022 Tanggal 02 Pebruari

2022, tentang Penetapan Personil UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) maka Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa Setdakab terdiri dari :

PANGKAT /
NO. NAMA / NIP GOLONGAN JABATAN Ket
RUANG
1 2 3 4 5
1 | LUKMAN HAKIM MAARUF, ST., M.Si Pe?\}?l;a’ KEPALA UKPBJ | Pegawai Tetap
2 | DARMAWAN LASAWEDI, ST., MT Pegl/];fa’ Pengelola PBJ Pegawai Tetap
3 | Ir. K. IKHSAN TAMPAKE, ST Penaltl? /Ekt' L | pengelola PBJ | Pegawai Tetap
4 WITA NUR FADJRIN, S.Stp Penata, III/c Pengelola PBJ Pegawai Tetap
5 | YOPPY SOLEMAN, ST., MT Penaltl‘i‘ /zkt' L | pengelola PBJ Pegawai Tetap
Penata Tkt. I, Personil Lain .
6 IMRAN TAIB, S.Sos 1/d UKPBJ Pegawai Tetap
7 | M. ICHSAN SUKANDI, ST Penata, III/c Personil Lain Pegawai Tetap
UKPBJ
Penata Muda Personil Lain .
8 INDRA SALAM, ST Tkt T, 111 /b UKPBJ Pegawai Tetap
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Penata Muda Personil Lain .
9 MUAZZIN TJANE, A.Md 1M/a UKPBJ Pegawai Tetap
Pengatur Personil Lain
10 | BERTY HARPIANUS BANANGI Muda Tkt. I, Pegawai Tetap
/b UKPBJ
. Pembina, Personil Lain Penugasan/Adh
11 | ALBAR AMIR, ST., M.Si IV/a UKPBJ oc
Penata Tkt. I, Personil Lain Penugasan/Adh
12 | NARJEN PAYUNG, ST 1m/d UKPBJ oc
Penata Tkt. I, Personil Lain Penugasan/Adh
13 | ABDI DERMAWAN, ST 1/d UKPBJ oc
Personil Lain Penugasan/Adh
14 | BARITA N. SIRAIT, ST., MT Penata, IlII/c UKPBJ oc
15 | FARADILA YUSUF LIPUTO, ST., MT Penata, III/c Personil Lain | Penugasan/Adh
UKPBJ oc
Personil Lain Penugasan/Adh
16 | ZULKIFLI, S.Sos Penata, IlI/a UKPBJ oc
Pengatur Tkt. Personil Lain Penugasan/Adh
17 | SAIFUL TENGGA I 1/d UKPBJ oc

Tabel 3. Daftar Personil UKPBJ

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2022 tentang

SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Kepala UKPBJ perlu menetapkan Personil UKPBJ yang

akan bertugas sebagai Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan TA 2022.

Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah Pegawai

Tetap dan Pegawai Penugasan/Adhoc yang melaksanakan tugas di UKPBJ yang memenuhi persyaratan

sesuai tugas yang diberikan Kepala UKPBJ atau sesuai permintaan dari OPD.

Sehingga 17 Personil ini nantinya dapat ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Tenaga Teknis Pendukung PPK dan Tugas lain yang

berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
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Strategi Penyelesaian Masalah

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Saat tulisan ini di buat, OPD yang mengumumkan RUP sudah mencapai 24 OPD seperti dapat
ditunjukkan oleh Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/D428

Artinya Pengelola Pengadaan sudah dapat mereviu atau mengkaji ulang Rencana Umum
Pengadaan ke 24 OPD tersebut. Apabila dipastikan sudah tepat semua Metode Pemilihannya, maka
Pengelola Pengadaan atau Personil Lain UKPBJ dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan Reviu

Dokumen Persiapan Pengadaan sebelum dimulainya pelaksanaan Pemilihan.

- =5 C O & dupkppgeidiiup/ofrekap/idpd/D428 o & @ % 00 R Q i

i oapps 3§ vmel - Sroemos ir aave B o PuginsEO Wor., [ Google iU Site. (@ Apa Yang Hans dil @ Carafenpun Mend. (3 Konhgueas ONS Se_ [ Caramembustpry. B (299) How to pont » | B Reading list

Cari Paket Penyedia Panduan FAQ Berita Dashboard i 2022 & Masuk

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Paso & PAVKPA 69 553 0 0 0 1} 63 553
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Poso & PA/KPA ] a 0 o a ] a 0
= Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Poso & PA/KPA 0 Q 0 0 '] 0 Q 0
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Poso & PA/KPA 41 471 0 U] V] ] 41 471
5 Badan Pendapatan Daerah Kab Poso & PA/KPA 76 1.004 0 0 Q 0 76 1.094
6 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Dagrah Kab Poso & PA/KPA 132 887 0 0 1] 1} 132 Bgy
7 Dinas Kependudukan dan Catatan 5ipil Kab Poso & PA/KPA 0 ] 0 0 a 0 4] 0
8 Dinas Keschatan Kab Poso & PA/KPA 194 35302 o 0 ] 0 194 35302
g Dinas Ketahanan Pangan Kab Poso & PA/KPA 78 i} 1 48 Li] o 74 908
wn Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Poso & PAVKPA 103 1730 1 300 1] ] 104 2030
" Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kab Poso & PAKPA 1 192 0 0 a 1} 1 192
12 Dinas Lingkungan Hidup Kab Poso & PA/KPA 72 1.859 0 ] a ] 72 1.859
13 Dinas Parfwisata Kab Poso & PA/KPA i} o a 0 o 0 (] 0
14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Poso & PA/KPA 468 78.269 20 5.030 0 0 488 83299

Tabel 4. SIRUP per Tanggal 17 Maret 2022; Sumber :
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/D428

Namun apabila masih terdapat kesalahan, maka dilakukan Revisi Rencana Umum Pengadaan
kembali dengan cara melakukan Pendampingan sampai selesainya Penetapan dan Pengumuman

kembali RUP yang sudah di revisi.
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Seharusnya semua RUP sudah harus selesai di tetapkan dan diumumkan Paling Lambat Tanggal
31 Januari Tahun anggaran berjalan. Namun kenyataannya masih banyak OPD yang belum menetapkan

dan mengumumkannya.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Bila kami petakan ada beberapa isu yang dapat memperlambat Proses Pengadaan Barang dan
Jasa di Kabupaten Poso, yaitu :

1. Rendahnya Partisipasi OPD dalam mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) di
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Rendahnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengelola PBJ yang mendampingi
Rendahnya Tingkat Kematangan Unit Kerja PBJ.
Kurangnya Fasilitas Kantor dalam melayani OPD
Lambatnya Penetapan Anggaran Belanja Daerah.

Lambatnya Penetapan Pengelola Keuangan Daerah

N o v B W N

Kurangnya Sosialisasi Peraturan Terbaru tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Validasi Kualitas Isu
No. | ISU A P K L | Total

1. Rendahnya Partisipasi OPD dalam mengumumkan RUP | 5 5 4 5 19
(Rencana Umum Pengadaan) di Sistem Informasi Rencana

Umum Pengadaan (SIRUP).

2. Rendahnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengelola PBJ | 5 4 3 4 16

yang mendampingi

3. Rendahnya Tingkat Kematangan Unit Kerja PBJ. 5 3 4 3 15
4, Kurangnya Fasilitas Kantor dalam melayani OPD 3 3 2 2 10
5. Lambatnya Penetapan Anggaran Belanja Daerah. 4 4 3 3 14
6. Lambatnya Penetapan Pengelola Keuangan Daerah 4 3 3 3 13
7. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Terbaru tentang | 5 4 4 3 16

Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 5. Analisa APKL terhadap Isu Masalah
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Dari semua isu ini setelah di validasi ternyata dapat di ambil 3 Isu yang memenubhi syarat untuk
dijadikan Isu, yakni :
1. Rendahnya Partisipasi OPD dalam mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) di
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
2. Rendahnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengelola PBJ yang mendampingi

3. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Terbaru tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Penentuan Prioritas Isu

Selanjutnya untuk menentukan prioritas isu, Isu tersebut kemudian dianalisis lagi dengan
menggunakan metode USG dengan rentang penilaian1-5 dengan ketentuan nilai 1 berarti sangat kecil,
nilai 2 berarti kecil, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti sangat besar. Urgency
yaitu seberapa mendesak suatu isu harus di bahas, di analisis dan di tindaklanjuti. Seriousness yaitu
seberapa serius suatu isu harus di bahas yang dikaitkan dengan akibat yang di timbulkan. Growth di

definisikan sebagai seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak di tangani dengan segera.

No. | ISU U S G | Total | Rank

1. Rendahnya Partisipasi OPD dalam mengumumkan RUP | 5 5 5 15 1
(Rencana Umum Pengadaan) di Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

2. Rendahnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengelola PBJ | 4 4 4 12 3

yang mendampingi

3. Sosialisasi Peraturan Terbaru tentang Pengadaan Barang | 5 4 4 13 2

dan Jasa.

Tabel 6. Analisa USG terhadap Isu Masalah

Setelah terpilih Isu Nomor 1 menjadi Isu yang diprioritaskan untuk diselesaikan, sehingga tahap
selanjutnya akan di identifikasi penyebab masalah dan bagaimana solusi penyelesaian masalah

tersebut.
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PENYEBAB MASALAH

Partisipasi OPD yang kurang dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, baik dari internal
maupun eksternal OPD itu sendiri, atau bahkan dari kami juga selaku Fasilitator dalam pelaksanaan
penetapan dan pengumuman RUP. Ini dapat digambarkan dalam Fish Bone Diagram seperti

ditunjukkan di bawah ini :

¢ FISHBONE DIAGRAM

Environment Man

Jumlah SDM
Kurang

Skill SDM

Gambar 3. Fishbone Diagram

SOLUSI MASALAH

Partisipasi OPD yang kurang dapat diselesaikan dengan melakukan pendampingan atau Asistensi
Desk. Namun kendala yang sering dihadapi adalah OPD yang kurang aktif mendatangi LPSE untuk
melakukan pendampingan. Belum lagi disebabkan karena waktu sibuk server yang mengakibatkan
server Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ini mengalami Hang.Padahal Waktu Sibuk Server
ini biasa terjadi pada Jam Kerja. Sehingga dibutuhkan pemecahan masalah pendampingan di luar jam
kerja.

Dengan SDM yang terbatas di Bagian PBJ dan juga masih banyak yang belum memiliki Sertifikast

Kompetensi atau belum pernah menerima Training Of Trainer (TOT) akhirnya pendampingan biasanya
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langsung melibatkan kami sebagai Kepala Bagian. Dan ini sangat merepotkan kami bila harus
mendampingi secara langsung semua OPD.

Untuk inilah kami coba untuk menawarkan cara pendampingan melalui inovasi Self Learning
Tutorial Video yang dapat membantu OPD, atau Satker kami sendiri dan juga Masyarakat Pelaku Usaha

yang ingin memanfaatkan Sistem Informasi ini.

TAHAPAN

Partisipasi OPD yang kurang dapat diselesaikan dengan beberapa Tahapan dalam jangka pendek
dan Tahapan lainnya kami angkat dalam Jangka Menengah dan Panjang. Tahapan ini dapat dilihat

dalam diagram proses berikut ini :

e Melakukan Asistensi DESK pada OPD )

e Membuat Self Learning Tutorial Video dengan segmentasi Tipe Pengguna
Sistem Informasi

PPN '@ ° Melakukan evaluasi Partisipasi OPD
e Mengadakan Bimtek )

e Menyiapkan SDM PBJ melalui Training Of Trainer (TOT)

Menengah )
. . h
e Melakukan Integrasi Sistem Informasi
e Meningkatkan Nilai Indikator lain yang di himbau oleh
Panjang KPK dan LKPP )

Gambar 4. Tahapan Inovasi
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Milestone / Tahapan

No. Milestone / Tahapan Output Waktu
|  Jangka Pendek 2 Bulan
1. Melakukan Asistensi DESK pada OPD

e Mengundang OPD dalam Rapat OPD yang hadir 2 hari
e Mengadakan Rapat Kerja Rekonsilisiasi Data RUP yang 1 hari
sudah di umumkan
e Pembentukan Tim Kerja Terbentuknya Tim 1 Hari
e Melakukan pendampingan pada OPD yang Jumlah OPD yang sudah 25 Hari
belum dan perbaikan data OPD yang masih melakukan penginputan
salah
2. Membuat Self Learning Tutorial Video dengan Video Tutorial per segmen 10 Hari
segmentasi Tipe Pengguna Sistem Informasi
3. Membuat Website BPBJ dan Halaman Asistensi Desk  Terbuatnya Halaman Asistensi 18 Hari
dan Tutorial Desk Dan Tutorial Video di
Web BPBJ
4. Mengevaluasi Hasil Inputan Laporan RUP yang sudah di 3 Hari
TTD PA/KPA
5. Melakukan Bimtek
e Mengundang Narsum ke Kab. Poso Persetujuan Narsum 1 Hari
Hadirnya OPD untuk
Rekonsiliasi Data RUP
e Mengadakan Bimtek di Ruangan Sewa sesuai Terselenggaranya Bimtek 2 Hari
Anggaran yang tersedia
e Menginventarisir OPD yang Hadir Hadirnya OPD untuk 1 hari
Rekonsiliasi Data RUP
Il Jangka Menengah 1 Tahun
1.  Mengadakan Ujian Kompetensi Lv. 1 dan 2 untuk Sertifikasi Pejabat Pengelola
PA/KPA dan PPK Pengadaan dan Personil Lain
2.  Tetap mengupdate Tutorial Video sesuai Peningkatan Update v2.0

Versi Aplikasi
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Il Jangka Panjang >1Tahun
1.  Meningkatkan Nilai Indikator Tingkat Kematangan Tingkat Kematangan Lv.
Proaktif
e Mempertahankan Partisipasi OPD dalam OPD yang hadir
menginput

e Menambah SDM yang memiliki kompetensi Pegawai baru UKPB)J
dan Jabfung Pengelola Pengadaan sesuai
Analisis Kebutuhan Jabatan

e Memenuhi semua Standarisasi yang di Standar 9,10,11,15,16,17
wajibkan LKPP kepada Pengelola Sistem
Informasi Pengadaan

2. Meningkatkan Nilai MCP (Monitoring Corruption Nilai MCP lebih dari 70%
Preventing) KPK
3. Melakukan Integrasi Sistem Informasi Terintegrasi dengan semua

Sistem Pengadaan

Tabel 7. Milestone / Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya komponen ini,

sebuah organisasi tidak dapat berjalan. SDM akan berfungsi sebagai perencana dan pelaksana proses
perubahan input menjadi output yang organisasi harapkan. Atau bisa kita sebut juga, komponen ini
merupakan otak dari organisasi. Bayangkan jka organisasi tanpa adanya SDM, secara pengertian dari
organisasi yang “merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama” menjadi tidak valid.

Tetapi tidak semua SDM dapat bergabung dalam organisasi, harus adanya proses seleksi. Oleh
karena itu, pemilihan SDM harus teliti dan berdasarkan kemampuan maupun pengalaman individu
dalam pekerjaan yang akan ia masuki.

Di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang merupakan Unit Kerja yang mengelola Pengadaan
Barang dan Jasa, memiliki SDM yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar.
Akan tetapi Sertifikat Tingkat Dasar ini hanya berlaku sampai dengan akhir Tahun 2023. Sesuai dengan
Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 85 Ayat Il Kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi untuk Personil

Lainnya seperti yang dimaksud Pasal 74 A ayat (6) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.
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Personil Lainnya yang disebutkan dalam Pasal ini walaupun masih berstatus bersertifikat
Pengadaan Barang Jasa Tingkat Dasar tetap dapat digunakan untuk mendukung Aksi Perubahan
Reformer. Karena Mereka sudah terbiasa mengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dibandingkan bila
kita menunggu Sumber Daya Manusia lain yang belum memiliki pengalaman di bidang Pengadaan
Barang dan Jasa. Nantinya mereka yang memiliki kemampuan Verbal akan kami tetapkan dalam Tim
sebagai Pembimbing Tetap, dan yang tidak memiliki kemampuan Verbal akan kami jadikan Pengolah

Data.

Sumber Daya Fisik

Sumber daya ini akan berfokus pada bahan material, peralatan, dan fasilitas. Tentunya dalam
proses penghasilan output, bukan hanya faktor manusia saja yang kita perlukan. Namun, faktor lain
seperti kesedian peralatan dan fasilitas untuk melengkapi SDM.

Semakin baik faktor ini (seperti Peralatan atau Teknologi yang canggih) maka output, efisiensi,
dan efektifitas akan baik. Sehingga produktifitas organisasi akan meningkat.

Misalnya, untuk mendampingi 1 OPD dengan peralatan Komputer Kantor yang biasa, hasilnya
pendampingan akan menghabiskan waktu selama 2 hari proses kerja. Sedangkan apabila menggunakan
Projector maka dapat menangani lebih banyak OPD. Sehingga SDM yang dibutuhkan hanya 1 orang.

Begitu juga apabila Komputer yang digunakan untuk mengolah data dengan cepat harus
menggunakan Laptop yang memiliki Spesifikasi Tinggi agar tidak mengalami Hang saat Data yang di
olah terlalu banyak.

Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa faktor fisik yang semakin baik akan

meningkatkan nilai produktifitas.

Finansial
Organisasi tidak dapat berjalan selama tidak adanya faktor pendorong seperti keuangan. SDM

tentunya akan membutuhkan sumber dana, dan pengadaan fisik pun demikian. Oleh karena itu,
organisasi perlu memiliki modal dan aset yang mumpuni untuk menjalankan fungsinya.
Sumber daya keuangan ini bukan hanya untuk sesaat, tetapi organisasi membutuhkannya untuk

jangka panjang selama organisasi berdiri. Oleh sebabnya, hasil output dari organisasi wajib
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menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin. Keuntungan ini yang nantinya kita gunakan sebagai
penutup modal, pemberi gaji, dan pembelian sumber daya fisik. Hal ini kita lakukan agar organisasi
dapat terus berjalan dan tetap eksis dan sumber daya organisasi pada keuangan harus efisien dan
efektif.

Akan tetapi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bukan Organisasi yang berorientasi pada
Pendapatan Daerah, tetapi lebih kepada OPD yang perlu di danai untuk perbaikan kompetensi SDM
dan Fasilitas Kerja.

Faktor finansial ini pun kita harus gunakan seefisien dan seefektif mungkin. Caranya dengan
selektif dalam pemilihan SDM dan juga pemilihan sumber daya fisik.

Setiap SDM yang berpotensi untuk dikembangkan akan kami pilih untuk di ikutkan dalam
Training of Trainer (TOT) di LKPP RI Jakarta sehingga setiap SDM di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
telah terstandar sesuai aturan yang berlaku.

Jenis-jenis Kompetensi yang perlu mereka ikuti dan memerlukan biaya antara lain :

Indikator Indikator Kompetensi
No Jenis Kompetensi . Minimal
Kompetensi :
sebagai Persyaratan
Kelulusan
Pertama Muda Madya Pertama Muda Madya
1 Perencanaan Pengadaan 3 3 4 2 2 3
Barang/Jasa Pemerintah
2 Pemilihan Penyedia 6 7 3 4 4 2
barang/jasa pemerintah
3 Pengelolaan Kontrak 4 3 5 3 2 3
Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah
4 Pengelolaan Pengadaan 1 1 1 1 1 1
Barang/Jasa Pemerintah secara
Swakelola

Tabel 8. Jenis Kompetensi yang membutuhkan Pendanaan

Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi adalah kemampuan organisasi untuk mengumpulkan data-data atau

informasi yang berguna untuk mengambil keputusan permasalahan dalam organisasi. Dalam faktor ini,
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organisasi harus melakukan pencatatan data, pengumpulan data, dan pengolahan data agar
mendapatkan informasi yang akurat dan berguna.

Informasi dapat kita dapatkan dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Infromasi
internal misalnya seperti waktu proses, hasil analisa produk, tingkat produktifitas, dan problem solving.
Sedangkan informasi eksternal seperti situasi pasar dan kebijakan. Sumber daya informasi harus akurat
pada sumber daya organisasi

Dalam proses agar terciptanya output yang baik, perusahaan pun harus melewati proses
perencanaan, pengorganisasian, aksi, pengawasan dan evaluasi.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengumpulkan Informasi lebih kepada Penginputan
dan Pemanfaatan Data Rencana Umum Pengadaan. Apabila Data tersebut telah terinput maka

berbagai Aplikasi Turunan sangat membutuhkan Data RUP tersebut.

KEBUTUHAN STAKEHOLDER
Jejaring Kerja

Masy
Personil Pejabat
\ UKPBJ Pengada

an

Bupati \

\ Pengelol

PPK
Reformir

Kemendagri
Admin

PA

LKPP

Gambar 5. Jejaring Kerja Aksi Perubahan
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Dalam mensukseskan Aksi Perubahan nanti dapat digambarkan Skema Jejaring Kerja yang akan
dibangun. Untuk itu Dibutuhkan beberapa Stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan

bila dilihat dari Pengaruh dan kepentingannya maka dapat digambarkan dalam Peta Stakeholder

sebagai berikut :

Peta Stakeholder

Promoters
Keep Satisfied Manage Closely

@ PAKPAOPD
Pengelola|LPSE

@ Admin PA

@ epala Daerah

LKPP Dir Pengembangan Personil UKPBJ Lainnya
Sistem

Ko
=]
F—
(0
o)
c
[

a

. i . Masyarakat / Vendor
Pejabat Pengadaan
Monitoring Keep Informed

Apathetics Defenders

1

Kepentingan

Gambar 6. Peta Stakeholder

Dengan Peta ini dapat dilihat Peran Pengaruh dan Kepentingan terhadap suksesnya nanti Aksi
Perubahan Kinerja Organisasi BPBJ Kab. Poso.

Karena Promoters nya ada pada PA/KPA, Admin PA, PPK maka kami akan lebih melakukan
perubahan pada cara cepat melakukan pendampingan dalam melakukan penginputan di Sistem
Informasi tersebut dengan cara Asistensi Desk dan sistem Self Learning melalui Tutorial Video yang
disegmentasi pada tiap tipe Pengguna. Nantinya setelah Pendampingan dilakukan, pasti aka nada
hambatan karena Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sering Hang di saat Jam Kerja. Ini
dikarenakan pada saat Jam Kerja tersebut terdapat Ribuan User yang menggunakan Sistem ini sehingga
biasanya Server Sistem Informasi ini mengalam Overload Capacity Problem atau Masalah Kapasitas
Muatan berlebihan.

Kami tidak bisa berbuat banyak karena Sistem ini adalah milik Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa (LKPP) sehingga kami hanya bisa menunggu kapan Sistem ini bisa beroperasi Kembali.
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Sembari menunggu Sistem Informasi ini Kembali disaat inilah Pendampingan bisa dilakukan dengan
Self Learning .

Masyarakat yang ingin menggunakan Sistem ini juga dapat mengakses Tutorial melalui Web
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau melalui Channel Sosial Media Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Setdakab Poso.

Apabila Semua OPD telah lancar melakukan Pembelajaran Mandiri melalui Tutorial ini, dapat
dipastikan tidak akan ada lagi kesalahan maupun keterlambatan dalam melakukan penginputan,
sehingga dalam 2 bulan ke depan harapan kami bahwa 51 OPD/Satker dapat melaksanakan kegiatan
PBJ dengan Tata Kelola yang benar.

Masyarakat atau Publik sebagai pelaku usaha yang kurang mengetahui potensi usaha mereka
bila bermitra dengan Pemerintah Daerah akan lebih siap menghadapi persaingan usaha apabila
meguasai Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan tersebut.

Bila Tata Kelola Pengadaan telah sesuai dengan aturan maka Indeks Tata Kelola Pengadaan
Kabupaten Poso dapat meningkat dan di ikuti nantinya oleh Indeks Monitoring Corruption Prevention

(MCP) KPK sehingga Kabupaten Poso sesuai Visi Ibu Bupati dapat menjadi Salah Satu Kabupaten yang

Maju dan terdepan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi Komunikasi

Komunikasi sangat penting dan strategis dalam membina kerjasama dengan mitra atau
stakeholder, yaitu pihak (individu atau lembaga lain) yang peduli terhadap keberadaan suatu lembaga.

Komunikasi berisikan, mulai dari hal-hal yang paling sederhana, seperti salam dan ucapan,
sampai pada permintaan laporan. Respon terhadap hal-hal ini ada yang bersifat segera dan penting,
walau tidak jarang hanya sekilas info. Respon terhadap hal itu, paling tidak, pemberitahuan bahwa
informasi yang diberikan sudah diterima dan ucapan terima kasih dan penghargaan atas informasi itu.
Dan bila info yang dimintakan adalah laporan, maka harus ditanggapi segera, apalagi kalau disebutkan
waktu tindak-lanjut.

Dengan respon segera ini, pemberi informasi, mengetahui bahwa informasi sudah diterima

dengan baik dan jelas. Bila tidak, bisa juga pemberi info mencari bentuk lain yang dapat memberi
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jaminan bahwa info tersebut, sampai. Bisa juga menjadi sarana bagi si Pemberi untuk perencanaan

kerja, bila waktu tindak lanjut dapat diagendakan.

Dengan respon segera, pemberi info dapat meyakini dan tidak perlu bertanya dalam dirinya,
bahwa pesan yang diberikan tidak “menyakiti” dan “menyinggung” penerima. Apalagi kalau pesan yang
disampaikan adalah permintaan terhadap sesuatu. Penantian yang tidak jelas, pertanyaan yang
mestinya tidak perlu, dapat dihindari jika segera ditanggapi.

Penyampaian info dan pesan ini dapat berbentuk lisan dan tulisan. Kalau lisan mungkin tidak
terlalu masalah, karena respon dapat diketahui langsung “verbal” ataupun ekspresi lain, seperti
ekspresi muka, gerak badan (body language). Akan tetapi dengan bahasa tulisan, seperti text (SMS) dan
e-mail, yang tidak memungkinkan bisa “bertatap” langsung, respon segera seperti yang disampaikan di
depan, sangat diperlukan.

Ini adalah bentuk perhatian, penghargaan dan profesionalitas lembaga. Dengan respon segera,
satu fase dalam membangun kerjasama dapat dijangkau. Selanjutnya, tinggal diikuti dengan fase lain,
seperti isi (content). Seolah telah terbuka “pintu” melanjutkan dan memantapkan kerjasama dan
kolaborasi. Jangan pernah kita berharap bahwa itu terjadi jika tidak dibangun dengan komunikasi yang
efektif. Malah bisa terjadi sebaliknya. Kesan kesombongan, tidak respek, dan tidak profesional, akan

muncul di benak pemberi informasi.

Pemanfaatan Teknologi Digital

Dewasa ini Sebuah perusahaan tidak dapat sepenuhnya menyadari manfaat digitalisasi kecuali
ketiga komponen transformasi digital — orang, bisnis, dan teknologi — bekerja bersama. Memasukkan
komponen-komponen ini ke dalam budaya organisasi menuntut kepemimpinan yang kuat dari orang-
orang seperti chief data and analytics officer (CDAQ), chief information officer (CIO) atau bahkan CEO.
Hasil dari kerja sama tersebut dapat menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan yang berfokus pada
memastikan setiap tindakan yang diambil dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman
pelanggan.

Organisasi yang berhasil dengan upaya transformasi digital dengan menggeser pola pikir,

strategi, dan budaya mereka untuk mengimbangi perubahan kebutuhan dapat mencapai hasil seperti:
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Sukses adalah menciptakan pengalaman digital yang terasa relevan, efektif dan menarik secara
emosional bagi pelanggan. Bisnis yang diubah secara digital tahu cara memberikan pengalaman yang
benar-benar diinginkan pelanggan alih-alih hanya mengandalkan produk atau layanan tradisional.

Asistensi Desk yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kini tidak hanya secara
langsung atau Face to Face, akan tetapi dapat menggunakan media digital seperti Media Sosial dan
Website. Kami berencana mengembangkan Inovasi ini karena melihat tidak efektifnya Face to Face
dilakukan dengan keterbatasan Peralatan Kantor. Biasanya di Jam sibuk, Server Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan mengalami Hang, sehingga Pendampingan tidak dapat dilakukan. Tetapi
dengan adanya Tutorial Video ini nantinya OPD dapat melakukan Self Learning dan dapat

menyelesaikan penginputan tepat pada waktunya.

MANAIJEMEN RESIKO

Secara umum, suatu organisasi dalam mengelola risikonya akan melakukan langkah-langkah
berikut:

(i) mengidentifikasi risiko,

(ii) menganalisa dan

(iii) mengevaluasinya, untuk

(iv) memastikan apakah risiko yang diidentifikasi tersebut perlu mendapatkan perlakuan

risiko tertentu.
Dalam dunia Pengadaan Barang dan Jasa akan ada kendala dalam melakukan Aksi Perubahan ini,

antara lain :

No. Kegiatan Kendala Antisipasi
|  Jangka Pendek

1. Melakukan Asistensi DESK pada OPD

e Mengundang OPD dalam Rapat OPD Tidak datang Kepala Daerah
menginformasikan

e Mengadakan Rapat Kerja PA hanya diwakili Kepala Daerah
menginformasikan
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e Pembentukan Tim Kerja

e Melakukan pendampingan pada
OPD yang belum dan perbaikan
data OPD yang masih salah

Ada personil tidak mau
bergabung
OPD Jenuh

Dilakukan pendekatan
persuasive

Metode Pendampingan
dibuat menarik

2. Membuat Self Learning Tutorial Video Aplikasi Mengalami Membutuhkan Aplikasi
dengan segmentasi Tipe Pengguna Sistem Hang Cadangan
Informasi
3. Membuat Website BPBJ dan Halaman Diskominfo tidak Butuh Dukungan dari
Asistensi Desk dan Tutorial memberikan Space Kepala Daerah untuk
Server dibuatkan Disposisi
Penggunaan Server
Kabupaten
4. Mengevaluasi Hasil Inputan Bentrok Jadwal OPD Mencari Jadwal yang tepat
dengan Evaluasi
lainnya
5. Melakukan Bimtek
e Mengundang Narsum ke Kab. Poso Narsum belum bisa Menghubungi dari Jauh
datang hari
e Mengadakan Bimtek di Ruangan Sewa Anggaran belum Memohon penambahan
sesuai Anggaran yang tersedia mencukupi Anggaran
e Menginventarisir OPD yang Hadir
Il Jangka Menengah 1Tahun
1. Mengadakan Ujian Kompetensi Lv. 1 dan 2 Peserta Ujian tidak lulus ~ Mempersiapkan melalui
untuk PA/KPA dan PPK bimtek sebelum mengikuti
Ujian
2. Tetap mengupdate Tutorial Video sesuai Dukungan dari Butuh Dukungan dari
Peningkatan Versi Aplikasi Diskominfo untuk Kepala Daerah untuk
keberlanjutan dibuatkan Disposisi
pemakaian Server Penggunaan Server
Kabupaten Kabupaten
Il Jangka Panjang >1Tahun
1.  Meningkatkan Nilai Indikator Tingkat SDM dan Peralatan Memohon penambahan

Kematangan

belum terstandar

Anggaran

Tabel 9. Manajemen Resiko tiap Kegiatan Aksi Perubahan

26



NILAI ORGANISASI
Core Values ASN BerAKHLAK

Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi

fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Berorientasi Pelayanan

Tentu kita sepakat bahwa nilai dasar “berorientasi pelayanan” diletakkan pada poin pertama.
Mengingat bahwa ASN yang dulu dikenal sebagai abdi negara, saat ini bertransformasi menjadi pelayan
publik.

Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu
bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Dapat diandalkan serta cekatan dan
dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan publik, seorang aparatur sipil negara harus selalu melakukan

perbaikan tiada henti, baik dari peningkatan kompetensi maupun cara pelayanan.

Akuntabel

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai
pertanggungjawaban. Merujuk dari pengertian tersebut, akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur
dan bertanggungjawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, seorang ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan
dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien. Lebih penting dari itu, seorang

ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan.
Kompeten

Seiring perkembangan waktu, dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu

dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
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Peningkatan kompetensi ini sangat penting, bahkan telah diamanatkan dalam ketentuan
Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan
setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksankan tugas dengan kualitas

terbaik.

Harmonis

Berakar dari Semboyan Negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-
beda Namun Tetap Satu Jua”, seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun
latar belakangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja

yang kondusif. Karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif.

Loyal

Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Dan tidak pada satu
sosok atau pihak tertentu.

ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan
tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara.

Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga

rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

Situasi dan zaman yang senantiasa berkembang, membuat seorang aparatur harus dapat dengan
cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Harus selalu diingat, istilah yang sering kita
dengar yaitu “Yang Abadi adalah Perubahan itu sendiri”, membuat siapapun yang tidak dapat
beradaptasi akan semakin tertinggal.

Adaptasi dapat dilakukan dengan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap

pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan.
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Kolaboratif

Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan.
Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan,
akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita.

Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai

tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama.

ASN Berakhlak

Bersamaan dengan peluncuran core values ASN BerAKHLAK, Presiden Republik Indonesia, Bapak
Joko Widodo, juga ingin menanamkan employer branding #BanggaMelayaniBangsa di dalam sanubari
para ASN di Indonesia.

Branding ini menunjukkan bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa.
Profesi ASN patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, diberi
kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberi kesempatan terbuka untuk
berkarier.

Dengan kebanggaan tersebut, diharapkan ASN juga harus mampu menyeimbangkan harapan
dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya, dengan terus meningkatkan kinerja secara terus menerus,

selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas, dan menyesuaikan perilaku dengan core values.

29



B219 4}

Deskripsi Proses Kepemimpinan

Setelah berkonsulatasi dengan Mentor kami Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
Poso Ibu Dra. Chrisnawati Limbong untuk memberitahukan bahwa kami memerlukan Dukungan Kepala
Daerah dalam memanajemen Domain Proses. Karena dari segi Domain Kelembagaan, kedudukan kami
sudah cukup jelas dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diberikan dalam Perbup Tata Kelola Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Nomor 17 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah.

Gambar 8. Meminta saran kepada Mentor sebagai Atasan

Sementara dalam Domain SDM dan Sistem Informasi kami lakukan perbaikan dengan Inovasi
untuk mengakali keterbatasan Anggaran yang dimiliki Bagian PBJ. Karena Pembinaan SDM melalui
Bimbingan Teknis membutuhkan Anggaran yang cukup besar bagi setiap orang yang mau
mengembangkan Kompetensi sesuai Sertifikasi Kompetensi yang dilakukan oleh LKPP di Jakarta.

Atas usulan Mentor, melalui Telaahan Staf kami mengusulkan kepada Bupati Poso agar dapat
menghimbau OPD untuk segera melakukan Penginputan SIRUP karena waktu telah memasuki akhir TW

1 dan kondisi OPD yang melakukan penginputan baru 27 OPD dari 51 OPD.
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- PEMERINTAH KABUPATEN POSO
E) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JI Pulau Sumba No. 1 Tlp (0452 22770 Poso

Telaahan Staf

Kepada 1 XYih Bupati Poso

Dari © Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Segkretariat Daerah Kabupaten Boso,
Janggal o 20 Maretf 2022

Perihal . Percepatan Penginputan RUP di SIRUP

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres
No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah.
3. PReraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Keuangan Daerah
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
9 Tahun 2020 tentang Kafalog Elektronik;

Gambar 9. Telaahan Staf kepada Bupati Poso

Dalam Telaahan Staf tersebut, kami menjelaskan kepada Ibu Bupati selaku Kepala Daerah Dasar
Hukum yang mendasari pentingnya mengumumkan RUP ini dimana bahwa seluruh PA/KPA harus
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP) sebelum akhir Januari Tahun Anggaran berjalan, akan tetapi walaupun sudah pernah di himbau
oleh Wakil Bupati Poso Surat Himbauan dari Wakil Bupati Poso melalui Surat Nomor 607/12/BPBJ/2022
pada tanggal 03 Pebruari 2022, masih saja terdapat 27 OPD belum mengumumkan RUP di Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Maka kami memohon kiranya Ibu Bupati Poso sekali lagi
dapat memerintahkan PA/KPA OPD untuk segera melakukan penginputan dan berkoordinasi dengan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Poso, dan dikeluarkanlah lagi Surat Pemberitahuan
kepada OPD yang belum melakukan Penginputan SIRUP untuk segera melakukan Penginputan.

Sehingga Pada tanggal 21 Maret Reformer melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Aksi
Perubahan sekaligus melakukan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengelolaan P3DN,
Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemkab Poso.

Dalam Rapat Virtual yang diselenggarakan, didapatkan kesimpulan bahwa UKPBJ harus mengawal

proses Penginputan sampai selesai. Dan OPD Wajib melakukan Penginputan agar Data yang diinput
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dapat digunakan oleh Aplikasi lainnya yang membutuhkan. Berikut ini tangkapan layer hasil Rapat kami
dengn Kepala Daerah dan OPD terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Hadir dalam Rapat Virtual tersebut
yakni Bupati Poso, Kaban Keuangan, Kaban Bapelitbangda, Kadis Koperasi UMKM, Kabag Humas, dan
kami selaku Kabag PBJ.

'| H/!;l

|

{ M@

Poso Menjadi Kabupaten Maju,
Terdepan di Sul i Tengah

Gambar 10. Rapat Virtual Bersama Bupati Poso mengenai Langkah-langkah Percepatan pad tanggal

21 Maret 2022

Dalam Rapat virtual tersebut diminta data dan pendapat dari kami untuk melakukan percepatan
Pengadaan Barang dan Jasa serta kaitannya dengan Rapat Koordinasi Nasional yang akan diadakan
Presiden Bersama seluruh Kepala Daerah di Indonesia. Dan sesuai Presentasi kami kepada Kepala
Daerah, kami menunjukkan keadaan Penginputan RUP sampai dengan Bulan Maret 2022 dan Langkah-
langkah yang harus di ambil apabila ingin melakukan percepatan. Antara lain Langkah yang harus di
ambil adalah memaksa OPD untuk segera menyelesaikan Penginputan SIRUP agar Proses Pengadaan
Barang dan Jasa dapat segera dilaksanakan. Kami juga menunjukkan Data terakhir dalam penarikan per
tanggal 17 Maret bahwa OPD yang mengumumkan SIRUP baru 27 OPD sehingga apabila ingin mencapai

Komitmen Belanja sebesar 200 Milyar terhadap 40% dari Belanja Barang dan Jasa Total, maka dapat
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Langkah Percepatan

O MEMAKSA OFD UNTUK PENGINPUTAN RUF dalarm | hari ke depan
O TNENTARISIR 405% dori Bp. 352 M afou 0K dari Rp. 444 M

O KOMITMEN Rp. 1403 M atew 1776 M harus PN
O MENDAPATKAN USER ID TIMNAS P3pN

Gambar 11. Materi Presentasi kepada Bupati Poso

dipastikan belum mencukupi. Untuk

itu Kepala Daerah harus
menginstruksikan kepada OPD yang
lambat agar segera menyelesaikan
penginputan. Dalam Rapat Virtual ini
Reformer mencoba untuk
menyampaikan Pesan kepada Kepala
Daerah dengan Tehnik Komunikasi
Futuristik melalui Penyajian Data
dalam bentuk Presentasi sehingga

tergambar dengan jelas keadaan saat

ini dan dapat memaksa Pimpinan untuk memberikan Feedback pada Reformer dan peserta Rapat

Virtual lainnya.

Hasilnya, Reformer ditugaskan mendampingi Kepala Daerah dalam Rapat Teknis

Bussiness Matching Pengadaan Barang dan Jasa Bersama Presiden dan Kemenperin Rl di Denpasar Bali

pada tanggal 22-26 Maret 2022.

Gambar 12. Penandatanganan Surat Dukungan Bupati Poso terhadap Aksi Perubahan pada

tanggal 22 Maret 2022
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Dalam Rapat Virtual ini Reformer mencoba untuk menyampaikan Pesan kepada Kepala Daerah
dengan Tehnik Komunikasi Futuristik melalui Penyajian Data dalam bentuk Presentasi sehingga
tergambar dengan jelas keadaan saat ini dan dapat memaksa Pimpinan untuk memberikan Feedback
pada Reformer dan peserta Rapat Virtual lainnya. Hasilnya, Reformer ditugaskan mendampingi Kepala
Daerah dalam Rapat Teknis Bussiness Matching Pengadaan Barang dan Jasa Bersama Presiden dan
Kemenperin Rl di Denpasar Bali pada tanggal 22-26 Maret 2022.

Berikut Rapat-Rapat Bersama Bupati Poso sebagai bentuk Dukungan pelaksanaan Aksi Perubahan
Kinerja Organisasi UKPBJ Kabupaten Poso dan sekaligus rekonsiliasi Data PBJ semua OPD baik yang

telah siap maupun yang belum siap melaksanakan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Gambar 13. Rapat Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Bersama Bupati Poso tanggal 1 April 2022

Dalam Rapat ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diminta oleh Bupati Poso menyiapkan seluruh
Proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik dari seluruh rangkaian Proses Pengadaan dimulai dari
Perencanaan termasuk Penginputan SIRUP, Persiapan Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan, lalu
Pelaksanaan Proses Pemilihan atau Seleksi Jasa Konsultan. Bagian PBJ sekali lagi memberikan analisis
Data dari OPD yang dibahas oleh Bupati Poso. Sebagai contohnya, untuk RSUD, terdapat Kegiatan
Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Baru Tipe B di Kecamatan Poso Kota Selatan, sementara dari
data yang mereka entri ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan belum lengkap sesuai

Jasa Konsultan yang akan mereka adakan.
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Reformer memberikan solusi agar nomenklatur dalam Sistem Informasi tersebut di rubah dahulu
agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nomenklatur kegiatan tersebut dapat di rubah di Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
(SIPD) pada saat perubahan nanti.

Di lain kesempatan juga, Bagian Pengadaan diundang dalam rapat Penggunaan Tandatangan
Elektronik / Digital untuk semua dokumen yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan
dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang digunakan Bagian Pengadaan barang dan jasa
juga membutuhkan pengesahan tandatangan oleh Pengguna Anggaran sebagai bentuk Peningkatan
Akuntabilitas Organisasi, dan atas konsultasi dengan Badan Sertifikasi Elektronik mereka bersedia
mengintegrasikan Sistem TandaTangan Elektronik/Digital dengan Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan yang kami bangun.

Gambar 14. Rapat bersama Badan Sertifikasi Elektronik untuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik

pada tanggal 3 April 2022

Setelah Rapat Kerja dengan Pimpinan selesai dilakukan, kini Reformer sampai pada tahapan yang
telah direncanakan dengan menggunakan Prinsip-prinsip Kepemimpinan Transformasional seperti

berikut ini :
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1. Kami sebagai Pimpinan Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa harus mampu

memberdayakan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lain untuk mencapai Tujuan

Organisasi, yakni menerapkan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang benar.

Untuk itu yang kami lakukan lebih dahulu adalah :

Melakukan Asistensi Desk pada OPD dengan cara mendampingi OPD melalui Personil
UKPBJ. Terkadang kami selaku Kepala UKPBJ memberikan pengarahan sebentar dan
kemudian diikuti oleh Personil UKPBJ lainnya dalam mengarahkan OPD melakukan Entri
Data.

Penginputan Data telah dimulai dari bulan Pebruari awal, namun seiring dengan kendala
OPD dalam melakukan Entri data maka Reformer membuat Tutorial Video dan
memberikan Panduan atau User Guide kepada OPD agar tidak salah dalam melakukan

Penginputan.

Gambar 15. Pendampingan Penginputan Sirup Dinas PUPR pada Tanggal 7 April 2022

Setelah Dinas PUPR selesai melakukan Penginputan dilanjutkan oleh OPD lainnya dan
dilakukan dalam awaktu 25 Hari sejak tanggal 7 April sampai dengan 1 Mei 2022. Seperti
yang dapat ditunjukkan dalam Lampiran Laporan ini.

Seiring dengan dilakukan Pendampingan Manual, Reformer juga membuat Tutorial

Video untuk memudahkan Pendampingan secara Online, dabn Video Tutorial ini dibuat
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dalam waktu 10 hari dimulai dari tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April
2022

- Tutorial Video dibuat menggunakan Aplikasi OBS untuk merekam Layar Komputer dan
Movavi Video untuk melakukan Render. Lampiran Pembuatan Video Tuorial kami

lampirkan dalam Lampiran Laporan Aksi Perubahan ini.

Gambar 16. Pembuatan Video Tutorial per Segmen pada Tanggal 7 April 2022

Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal

Dalam Pemilihan Stakeholder Eksternal ada beberapa kegiatan yang dilakukan reformer saat
tahapan penyusunan, yang pertama adalah berkonsultasi dengan LKPP terkait Sistem Informasi yang
diminta untuk segera dibuat dalam rangka Percepatan Pengadaan untuk Produk Dalam Negeri (PDN).
Sistem ini adalah E-Katalog Lokal. Dalam berkoordinasi ke LKPP diminta untuk berkoordinasi melalui
tautan zoom yang sudah disediakan oleh LKPP setiap hari pada Jam Kerja. Reformer mencoba
menghubungi PIC LKPP Rl pada tanggal 6 April 2022, dan hasil konsultasi tersebut diarahkan untuk
mengadakan kelas Khusus Daring untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai Langkah-langkah
percepatan Pengadaan Barang dan Jasa termasuk penggunaan E-Katalog Lokal di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Poso. Berikut ini hasil tangkapa layer komunikasi kami dengan PIC LKPP RI untuk

wilayah Sulawesi, ibu Astri.
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Astri PIC LKPP

Gambar 17. Pesan WA ke PIC LKPP Rl untuk meminta dijadwalkan berkonsultasi

Dalam konsultasi ini ada beberapa poin penting yang dihasilkan, dan berdasarkan Keputusan
Kepala LKPP No 122 Tahun 2022 dengan proses bisnis baru pada penyelenggaraan Katalog Elektronik,
maka :

1. Untuk percepatan implementasi Katalog Lokal maka tahap verifikasi dalam pencantuman
produk di Katalog Elektronik dihapuskan, sehingga Tim Verifikator pada pemda sudah tidak
berlaku lagi.

2. Pemerintah Daerah untuk menjadi Pengelola Katalog Elektronik Lokal tidak perlu melalui
tahapan penilaian kesiapan (Asssessment) dari LKPP karena berdasarkan Keputusan Kepala
LKPP No. 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal
maka seluruh Pemerintah Daerah sudah ditetapkan menjadi Pengelola Katalog Elektronik.

3. LKPP telah menyiapkan 10 (sepuluh) Etalase Produk yang tersedia untuk seluruh Pemerintah
Daerah yang memudahkan dan mempercepat Penyedia Lokal on boarding dengan mendaftar
dan mencantumkan Produknya di katalog lokal yang terdiri dari : Alat Tulis Kantor, Aspal,
Material Bangunan, Bahan Pokok, Beton Ready Mix, Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Makan

dan Minuman, Pakaian Dinas dan Kain, dan Servis Kendaraan. Penelaahan Produk dapat
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diunduh melalui jdih.lkpp.go.id. Cek Ketersediaan Etalase Produk di https://e-
katalog.lkpp.go.id. (Bila nama pemda dan etalase belum muncul, maka sedang dalam proses
pembentukan oleh LKPP)

4. LKPP memangkas bisnis proses Pendaftaran Penyedia Katalog elektronik hanya menjadi 2
tahap yaitu Pendaftaran dan Penayangan (untuk etalase yang penelahaan produknya
disediakan oleh LKPP).

a. Proses evaluasi pendaftaran dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan melakukan
integrasi data dengan SIKaP.

b. Penayangan: Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses
otomatis untuk mengisi informasi produk di aplikasi Katalog Lokal.

Hal ini diatur dalam Keputusan Kepala No. 122 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelenggaraan

Katalog Elektronik.

BPBJ Kab Madiun

Ayu Devl Savitri... Iwan PBJ.KAB.... ochan ... UKPB) PEMKAB..

NI MADE SUME.. Dita Prima_LKPP

Maharani Eko Nirwanto L. Eko Maarif - LKPP

Gambar 18. Konsultasi dengan LKPP Rl via zoom pada tanggal 7 April 2022

5. Pemda berperan serta dalam hal pendampingan dan Sosialisasi/Market Sounding ke penyedia
lokal untuk:

a. memiliki akun LPSE, proses kepemilikan Akun Penyedia dapat diperoleh melalui akses

laman Ipse setempat (contoh: https://Ipse.posokab.go.id ) atau mengunjungi layanan

kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setempat. User guide penyedia dapat

diakses pada tautan berikut : https://inaproc.id/unduh
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b. Pelaku Usaha yang telah memiliki Akun dan memenuhi Persyaratan Perijinan sesuai
dengan nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tercantum dalam
dokumen Pengumuman Pendaftaran Penyedia selanjutnya dapat melakukan pendaftaran
dan input produk untuk berbagai pilihan etalase pada laman https://e-
katalog.lkpp.go.id/pengumuman.

c. Petunjuk/panduan (user guide) lebih lanjut dapat dipelajari dan diunduh pada aplikasi
Katalog Elektronik https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh

d. Dinas yang menangani UMK-Koperasi (pelaku usaha) berkolaborasi dengan UKPBJ
berperan aktif “jemput-bola” dengan melakukan identifikasi calon penyedia penyedia
potensial, sosialisasi serta pendampingan proses pencantuman pada katalog lokal.

6. Materi sosialisasi terkait aturan baru dapat diunduh pada link berikut
https://bit.ly/materiKatalogLokal
Dengan konsultasi ini diharapkan Pemda siap untuk melaksanakan PBJ di semua Sistem Informasi
yang digunakan, dan sejalan dengan Aksi Perubahan yang dilaksanakan oleh Reformer maka UKPBJ
Kab. Poso harus melakukan pendampingan pada seluruh OPD tanpa terkecuali dan dikawal oleh

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya Reformer mencoba memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan
memperbaiki Website PBJ sebagai wadah Penyampaian Informasi Pengadaan Barang dan Jasa kepada
Publik. Website ini dibuat dalam waktu 18 Hari sesuai Jadwal Perencanaan Aksi Perubahan. Dengan
memanfaatkan Tenaga IT Pemkab Poso, Reformer merancang Website dan Mengintegrasikan Tutorial
Video yang telah dibuat ke dalam Website tersebut. Dan atas saran dari teman-teman IT dibutuhkan
Aplikasi Asistensi Desk agar Data-Data yang telah diinput dapat terdokumentasikan dengan baik dalam
bentuk Kertas Kerja atau Berita Acara. Sehingga tiap Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki
Riwayat yang jelas dalam pelaksanaannya.

Pembuatan Website dimulai pada Tanggal 16 April 2022 sampai dengan Tanggal 3 Mei 2022, dan
karena libur maka Website dilanjutkan pembuatannya sampai denngan tanggal 9 Mei 2022. Bentuk

tampilan Website kami lampirkan dalam Lampiran Laporan Aksi Perubahan ini.
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Gambar 19.. Merancang Website UKPBJ Kab. Poso Bersama Tenaga IT Pemkab pada

Tanggal 21 April 2022

Website ini memakai CMS yang memudahkan Editor atau Author dalam mengupdate berita-
berita dan Informasi Seputar Pengadaan Barang dan Jasa atau Kegiatan dalam UKPBJ.

Dengan Framework Code Igniter 4 Reformer merancang dan Tenaga IT Pemda merealisasikannya
dalam bentuk Portal seperti yang dapat di akses melalui alamat https://bpbj.posokab.go.id.

Setelah Website jadi, selanjutnya Website di isi oleh Informasi dan Layanan yang diberikan oleh
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Poso, seperti Video Tutorial yang telah dibuat dan

Pengumuman-Pengumuman serta Halaman Asistensi Desk Online

MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dalam membangun Integritas sesuai dengan
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun
2021 harus mencapai tingkat kematangan UKPBJ dalam mengelola Unit Kerjanya. seperti digambarkan

dalam diagram berikut ini :
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High Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan sehingga

menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya

Dasar usulan:

Proses/pola pikir pengelolacn pengadaan inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk « Behaviour Appraach

4

i

i

! mendukung pencapaian kinerja organisasi » Memastikean

E konsistensi

: Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kelaborasi, penguatan penjabaran ke

E fungsi perencanaan bersama pelanggan infernal maupun eksternal setiap variable

) * Menjadi alat banty
E Exatisi Memfaokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun masih bagi K/L/PD untuk
: tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif melakukan

i perbaikan

Pasif dalam merespon setfiap permintaan dengan bentuk yang masih adhee dan belum
merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang /jasa
(UKPBJ)

Low

Gambar 20. MKU-19 Model Kematangan UKPBJ
Seharusnya setiap UKPBJ pada tahun 2022 harus berada di Level Proaktif, sementara UKPBJ
Kabupaten Poso masih belum dinilai Tingkat Kematangannya, karena dari 9 Variabel dan Domain yang
ada, UKPBJ Kab. Poso belum memiliki data pendukung untuk dilakukan penilaian. Untuk itu sebagai
Kepala Bagian PBJ kami harus mengumpulkan Data Dukung Ke-9 Variabel dan Domain ini untuk dapat
menjadikan UKPBJ Kabupaten Poso berada pada Tingkat Kematangan Proaktif. Kesembilan Variabel

yang harus dibangun antara lain dapat kami gambarkan dalam diagram berikut ini :

Domain Proses

Kelembagaan Sistem Informasi

Manajemen Pengadaan Pengorganisasian Perencanaan

Variabel Sistem Informasi
Manajemen Penyedia Tugas & Fungsi Pengembangan

Manajemen Kinerja

Manajemen Risiko

Gambar 21. Domain dan Variabel UKPBJ

PENGELOLAAN BUDAYA KERJA

Untuk melakukan Perubahan-perubahan budaya kerja yang selama ini menghambat proses
kinerja organisasi UKPBJ. Antara lain Kedisiplinan Waktu dan Pembagian Tugas Kerja dan pengelolaan
Sistem Informasi yang telah di bangun maka Reformer melakuka Rapat Koordinasi Bersama

Stakeholder Internal dari UKPBJ Kabupaten poso pada tanggal 25 April 2022.
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Melalui Surat Tugas, Reformer membagi Tugas-tugas Kepanitiaan atau Kelompok Kerja Pemilihan,
Admin Sistem Informasi Kematangan UKPBJ, Pembagian Pejabat Pengadaan, dan Admin Sistem

Website UKPBJ.

Gambar 22. Rapat Stakeholder Internal Bersama, Sub Bagian, Pokja 1 dan Pejabat Pengadaan
pada Tanggal 25 April 2022

Dalam Rapat dibahas mengenai Pembagian Tugas Pejabat Pengadaan dan Percepatan Pengadaan
Barang dan Jasa bagi Pokja Pemilihan, dan dari hasil rapat di dapatkan beberapa permasalahan antara
lain:

1. Sebagian Pejabat Pengadaan merasa lebih sedikit Pembagian Pekerjaannya dibandingkan
dengan yang lain, sehingga solusinya Reformer berjanji akan memperhatikan pembagian
pekerjaan lebih merata di kemudian hari.

2. Pokja Pemilihan 1 lebih duluan untuk melaksanakan tender dikarenakan hanya OPD Dinas
PUPR yang telah siap Dokumen Persiapannya, sementara Pokja Pemilihan 2 belum bisa
melaksanakan Tender karena OPD belum selesai menginput Rencana Umum Pengadaannya.

3. Sebagian Pejabat Pengadaan belum familiar dengan Sistem Pengadaan untuk Belanja
Langsung lewat Toko Daring dan E-Katalog dan Reformer berjanji akan membuatkan Tutorial
Sistem tersebut dan memasukkannya dalam Website UKPBJ.

4. Masih banyak OPD yang tidak menggunakan Pejabat Pengadaan yang sudah dibagi, sehingga

Reformer berjanji akan mensosialisasikan pembagian tugas Pejabat Pengadaan kepada OPD
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sehingga tidak menyebabkan kesalahan tata kelola pengadaan barang dan jasa, khususnya
Belanja Langsung dalam Aplikasi Toko Daring atau E-Katalog.

5. Masih ada OPD yang ingin melaksanakan Pengadaan Langsungnya dengan menggunakan
Pejabat Pengadaannya sendiri, bukan dari UKPBJ sehingga reformer berjanji akan
mensosialisasikan Peraturan yang berhubungan dengan Personil Pengadaan harus berasal

dari UKPBJ.

MEMBANGUN JEJARING DAN KOLABORASI

Dari isu yang timbul dalam rapat dengan stakeholder internal, maka ada beberapa hal yang perlu

dilakukan oleh reformer untuk menciptakan strategi komunikasi organisasi, antara lain:

1. Reformer mencoba mengenali karakteristik beberapa Pejabat Pengadaan untuk mendapatkan
pandangan tentang karakter lawan bicara, agar reformer mengetahui hal apa yang disukai
olehnya dan yang tidak disukai olehnya. Jangan sampai karena tidak mengenali
karakteristiknya, maka informasi ataupun pesan yang kita sampaikan membuat mereka
menjadi sakit hati dan marah.

2. Reformer berusaha untuk mencapai tujuan ataupun target pembahasan rapat yakni
pembagian kerja yang adil bagi pejabat pengadaan dan harapan agar stakeholder internal bisa
membantu reformer dalam melakukan perubahan kinerja organisasi.

3. Reformer melakukan prinsip dasar komunikasi seperti berbicara dengan baik, sopan, memiliki
etika, dan tata krama sehingga dalam rapat tersebut akan mampu untuk menggali informasi
yang lebih dalam dari diri komunikan atau lawan bicara. Selain itu, prinsip dasar yang
digunakan juga akan berpengaruh dalam penilaian komunikan terhadap reformer sebagai
komunikator dan terhadap organisasi kita.

4. Selanjutnya reformer harus memiliki sebuah attitude (sikap), attention (perhatian) dan action
(tindakan) sesuai dengan omongan kita dalam strategi komunikasi, sehingga secara tidak
langsung akan mendapatkan dukungan dari lawan bicara.

5. Berkomunikasi dengan baik karena dengan perkembangan jaman yang sangat pesat sekarang
ini, maka strategi komunikasi yang digunakan juga harus mampu diaplikasikan melalui seluruh
saluran komunikasi yang ada. Misalnya dalam rapat ada beberapa Pejabat Pengadaan atau Sub
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10.

Bagian yang tidak mengutarakan maka melalui Website PBJ dapat disaring semua Aspirasi dari
Internal Organisasi.

Dalam rapat reformer juga berusaha agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi agar rasa
dan tingkat kepercayaan antar anggota maupun antar pengurus akan tercipta dan terjaga
dengan baik. Ketika kepercayaan tersebut sudah terbangun dan terjaga dengan baik,
maka secara otomatis pula loyalitas antar anggota didalam organisasi juga akan meningkat.
Selain itu, profesionalitas didalam setiap komunikasi juga akan menjadikan komunikasi
mengesampingkan kepentingan pribadi dan akan mendahulukan kepentingan bersama.
Pesan yang disampaikan dalam rapat dengan stakeholder internal terstruktur dengan baik
dan benar, agar pada penerima pesan atau informasi tersebut dapat memahaminya dengan
baik dan benar. Selain itu, reformer memberikan informasi yang bersifat untuk menaikkan
semangat dan motivasi anggota organisasi. Dengan begitu, penerima informasi juga tidak
akan segan dan enggan untuk menjawab, mengikuti dan memberikan masukan-masukan yang
sangat penting didalam sebuah komunikasi.

Reformer melibatkan seluruh anggota organisasi didalam setiap kegiatan ataupun komunikasi
yang berlangsung. Partisipasi atau tingkat keterlibatan anggota organisasi akan memberikan
sebuah tampilan mengenai keadaan sebuah organisasi. Jika partisipasi anggota sangat tinggi,
maka organisasi tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Begitu pula sebaliknya
ketika partisipasi anggota rendah, maka organisasi tersebut perlu dipertanyakan kualitasnya.
Dengan kata lain, tingkat partisipasi anggota organisasi didalam komunikasi yang dilakukan
akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Reformer mencoba mengubah suasana dengan canda tawa sehingga membuat komunikasi
tersebut menjadi lebih berwarna.

Reformer tetap melakukan Pengawasan ketika komunikasi dalam rapat sedang terjadi.
Pengawasan ini akan perlu untuk tetap menjaga komunikasi yang berjalan sesuai dengan apa
yang direncanakan. Begitupula ketika komunikasi selesai dilaksanakan, maka reformer
melakukan evaluasi terhadap komunikasi yang sudah dilakukan tadi. Apakah komunikasi

tersebut sudah sesuai dan sudah mencapai target yang diinginkan atau belum.
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Gambar 23. Rapat Stakeholder Internal Bersama Pokja 27 April 2022

Tahapan selanjutnya setelah Website, Tutorial, dan Halaman Asistensi Desj telah jadi, kami
mensosialisasikan tentang Aturan yang melatar belakangi pentingnya dilakukan Penginputan SIRUP.
Aturan yang dimaksud adalah aturan terbaru yang menjadi Pedoman Proses Pengadaan Barang dan
Jasa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada Pengguna Sistem, bahwasanya Sistem
telah berubah seiring dengan perubahan Aturan, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar
tidak terjadi kesalahan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Waktu yang dipilih adalah setelah Libur Hari Raya karena di akhir bulan April Sponsor yang
bersedia tidak bisa hadir, dan meminta diundur setelah cuti lebaran. Sehingga kami memilih tanggal 10
Mei untuk dilakukan Sosialisasi sekaligus Bimtek mengenai Tata Cara penginputan SIRUP dan Katalog
Elektronik. Karena sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Pemda diharapkan menggunakan Sistem
Pengadaan melalui belanja Elektronik lewat E-Katalog atau Toko Daring. Untuk itu semua OPD
diharapkan memahami tata cara pemesanan dan menganjurkan rekanan yang menjadi partner OPD
agar segera mungkin melakukan Registrasi dan mengupload Penawaran mereka di tautan yang telah
diberikan LKPP Rl dan diberi waktu sampai dengan Akhir Tahun 2022.

Kendala yang paling utama adalah perbedaan persepsi terhadap aturan-aturan yang ada, sehingga

dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis diharapkan memperkecil perbedaan tersebut.
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Selama proses Sosialisasi didapatkan Feedback terhadap perbaikan pelayanan dan pertanyaan
tentang perbedaan pemahaman pasal-pasal dari aturan yang ada. Dan setelah mendapatkan
penjelasan dari narasumber yang didatangkan, peserta lebih memahami garis-garis besar yang ada.

Laporan Hasil Sosialisasi dan bimbingan teknis Sistem Informasi RUP dan SPSE v4.4 kami Lampirkan

dalam Lampiran Laporan Aksi Perubahan

PEMERINTAM KABuraTEs PoGG WP
BEMMETARIAT DAZRAN KABUFATEN  aise

A
Gambar 24. Sosialisasi dan Bimtek Sistem Informasi bagi PA, KPA. PPK dan Admin PA OPD Pada

tanggal 10 Mei 2022
Dari hasil sosialisasi ini diharapkan semua OPD akan melakukan penyesuaian pola kerja karena
dengan berubahnya versi Aplikasi maka tata cara Entri Data juga mengalami perubahan untuk itu
dibutuhkan Panduan atau Tutorial bagi seluruh pengguna sitem pengadaan yang digunakan. Dengan
adanya Tutorial dan Website ini diharapkan nantinya seiring dengan perubahan aplikasi maka akan
tersedia juga tutorial yang berbeda pula. Sehingga Aksi Perubahan ini tidak hanya berhenti sampe di

sini, akan tetapi akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna Sistem Informasi yang ada.
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529 9

Deskripsi Hasil Kepemimpinan

CAPAIAN DALAM PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI

Setelah seluruh rangkaian koordinasi dilakukan oleh Reformer sebagai bagian dari Proses

Kepemimpinan, inilah hasil yang diperoleh dari Aksi Perubahan Kinerja Organisasi.

1.

Telah terbangunnya Website UKPBJ sebagai wadah Informasi dan wadah Asistensi Desk
Online yang direncanakan oleh Reformer.

Telah tersedianya Panduan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan terbaru dan video
pembelajaran mandirinya.

Telah terinputnya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan OPD sehingga nilai presentasi
Rencana Umum Pengadaan yang terumumkan menjadi naik.

Telah dibuatnya data pendukung untuk memperbaiki Tingkat Kematangan Organisasi Unit
Kerja PBJ.

Telah disosialisasikannya Peraturan dan Sistem Informasi terbaru yang digunakan dalam

sektor Pengadaan Barang dan Jasa.

Terbangunnya Website UKPBJ

Tampilan dari Website UKPBJ dan Sistem Asistensi Desk Online dapat dilihat dalam diagram

berikut ini, dan mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya selengkapnya kami lampirkan di dalam

Lampiran Laporan Aksi Perubahan.

SEL ATANG
Yo BSITE UKPBJ
KABUPATEN POSO

torial yang disegr Tiap Akun Pengguna (P, PP}
nad SIRUP yong st n PA baik dengan Ttd Digital moupun Cop basah
nfarmasi Hosil Review Pokja Pemilihan don Pejabot Pengadaon

=0 )

Gambar 25. Tampilan Website UKPBJ Kabupaten Poso
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Tersedianya Asistensi Desk Online

Tampilan dari Sistem Asistensi Desk Online dapat dilihat dalam diagram berikut ini, dan mengenai
fitur-fitur yang ada di dalamnya selengkapnya kami lampirkan di dalam Lampiran Laporan Aksi
Perubahan. Serta Dokumentasi dalam Proses Pendampingan penginputan Sirup dan cara penggunaan
Aplikasi.

DataTables ... @ e Tebes - Opind

HHHHEHEEEHEHH :

Gambar 26. Tampilan Sistem Informasi Asistensi OPD

Gambar 27. Asistensi Desk Sirup Dinas PUPR

Tersedianya Panduan dan Tutorial / Video Pembelajaran Mandiri
Panduan Cara Penginputan Sirup yang disegmentasikan pada tiap akun Pengguna, seperti

Panduan untuk Admin PA dan Panduan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Video
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Turorialnya yang di upload di Channel UKPBJ Kabupaten Poso dan diintegrasikan dalam Website
UKPBJ Kabupaten Poso.

USER GUIDE USER GUIDE
Aplikasi SIRUP v.3 Aplikasi SIRUP v.3
Sebagai Sebagai Pejabat
Pengguna Anggaran | Pembuat Komitmen
Pemerintah Daerah Perangkat Daerah

%A DASHBOARD

adimin panal

]

B INFORMASI
# 1 Kategori Video Akl
i
- Tutorial Fenginpatan SIRLUP untuk P& atao Admdn P& ﬂ a
L GALER
Tuterial Penginputan SIRUP untuk PRK u n
oy i K
Tt e s S ao
Y EE +
i i oo
# Kategeri Aksi
"o K IR

Gambar 29. Segmentasi atau Pengkategorian Video Tutorial Sirup v3.0
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Meningkatnya Realisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan OPD

Berikut ini Diagram perbandingan Realisasi Pengumuman SIRUP sebelum dan setelah Aksi
Perubahan dilakukan.

* . RUP Pemerintah Daerah : Tahun Anggaran 2022
Pagecanr ey was Parverisiats

03ta 28 Maret 2027

Total Pakst Total RUP Belanja Pengadazan

2.703 2327 M 544,6 M

) ‘ R = Pencadangan PON
l‘\' : Wy /| Pagu P 2158M | 2487 | 100%
/\ 43% y e 928 . Pencadanlga.r:\)MK .
bt 1590 M 2.501 |

74%

Pagu dan Paket per Metode Pengadaan

Pagu dan Paket per jenis Pengadaan

Gambar 30. Realisasi Pengumuman Sirup pada tanggal 28 Maret 2022

w RUP Pemerintah Daerah : 1shur Anggaran 2022
Le=uNg Remaie
o (e sl

Data 11 April 2s2z

Tkl Pakel Total RUP Belanja Pengadaan

3,252 279.5B 444,68

= RU Cara Pengadaan
( l ‘ - Pencadangan PON
- = § Dag pakat perasniong
5 . Pagu o 25498 | 3,021 100%
v b
w 235% Pencadangan UMK
91.3% “ pagu e peresnlane

19808 | 3,035 78%

e s radas £ v

Pagu dan Pakel per jenis Pengadaan

Pagu dan Paket per Metode Pengadaan

Gambar 31. Realisasi Pengumuman Sirup pada tanggal 11 April 2022

Dan saat Laporan Aksi Perubahan ini selesai dibuat, nilai dari Realisasi Pengumuman SIRUP terus
meningkat seiring penambahan tingkat partisipasi OPD seperti yang diharapkan dalam Kunci

Keberhasilan dari Perbaikan Kinerja Organisasi Bagian Pengadaan barang dan jasa Setdakab Poso.
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Dengan demikian Reformer akan tetap mengawal pendampingan terhadap OPD baik secara

langsung maupun melalui Aplikasi Asistensi Desk Online yang telah dibuat.

Terbentuknya Tim Kerja

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan reformer telah membentuk tim kerja
di ligkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Poso. Tim Kerja yang dibentuk adalah
tim kecil yang dapat mendukung dari kerja Tim yang sudah ada seperti Kelompok Kerja Pemilihan,
Admin Sistem Informasi, dan Admin Web. Tim ini nantinya bertugas mengumpulkan Data Pendukung
dari Kerja yang sudah dilaksanakan oleh Tim Inti seperti Kelompok Kerja Pemilihan, dimana Tim Inti ini
akan bertugas mulai dari Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain :

1. Menyiapkan OPD dalam menginput Rencana Umum Pengadaan,

2. Mengadakan Reviu RUP tersebut jikalau OPD salah mengidentifikasi program dan kegiatan

ygn akan dilaksanakan.

3. Menyiapkan Reviu Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Bersama PPK OPD.

4. Menyiapkan Reviu Dokumen Pemilihan Pokja sebelum melaksanakan Pemilihan

Surat Keputusan (SK) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kab. Poso tentang
Pembentukan Tim Kerja disampaikan terlampir di bagian Lampiran Akhir Laporan Aksi Perubahan ini.

Hasil dari kinerja Tim sudah mulai terlihat dari Reviu2 yang dilakukan terhadap Dokumen
Persiapan. Semua hasil Reviu kami lampirkan dalam Lampiran Laporan Aksi Perubahan ini.

Tim Kerja juga menghadapi beberapa kendala dan tantangan saat bekerja, seperti contohnya
Surat Somasi atas Tender yang dilakukan dari Kantor Hukum dan LSM yang tidak puas dengan hasil
pelaksanaan Tender. Dan Reformer sebagai pimpinan Unit Kerja mengadakan pendekatan kepada
rekanan tersebut untuk tidak melanjutkan ke proses hukum.

Mediasi yang dilakukan menggunakan metode komunikasi yang efektif dimana setelah Kelompok
kerja (Pokja) mendapat arahan dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilanjutkan dengan
pertemuan dengan beberapa Rekanan untuk menanyakan pokok persoalan yang mendasari somasi
yang dilakukan. Solusi lain dari kejadian seperti ini agar tidak terulang Kembali maka Reformer
menyarankan ke depan sebelum proses Tender dilaksanakan, kelseluruhan proses persiapan benar-
benar telah melewati rangkaian verifikasi dokumen persiapan pengadaan dari kesemua anggota agar

bisa mendapatkan saran dan perbaikan terhadap kelengkapan atau kesalahan dokumen persiapan.
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Celah-celah seperti ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab

untuk memperkeruh suasana dengan berbagai kepentingan di dalamnya.

Kantor Hukum

Kepada yang terhormat

Kepala Badan pengadaan Setdakab Poso/ Pokja 1
Di-
Poso
Perihal : Teguran Hukum (somasi)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

BN

Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum k. 1
— Alamat

Gambar 32. Aduan dan Somasi Kantor Hukum pada tanggal 31 Maret 2022

Gambar 33. Arahan Inspektur untuk Penyelesaian Masalah

Terselenggaranya Sosialisasi dan Bimtek

Keseluruhan rangkaian perubahan kinerja organisasi ini tidak bisa dilakukan apabila kurang

dipahami oleh seluruh pengguna Sistem. Untuk itu diperlukan sosialisasi aturan-aturan terbaru dan

Sistem Informasi yang digunakan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala yang berarti.
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Kendala yang paling utama adalah perbedaan persepsi terhadap aturan-aturan yang ada, sehingga
dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis diharapkan memperkecil perbedaan tersebut.

Reformer menghadapi kendala biaya sosialisasi dan pelatihan karena kurangnya ketersediaan
anggaran namun karena merasa pentingnya menarik Tujuan Jangka Menengah Aksi ini ke dalam Tujuan
Jangka Pendek dari Tahapan Aksi Perubahan, maka Reformer meminta dukungan dari Penyedia E-
Katalog sebagai Sponsor acara, dikarenakan kebutuhan belanja OPD tidak akan terlepas dari
penggunaan Sistem Belanja Elektronik pada Aplikasi Katalog LKPP. Permohonan partisipasi telah
Reformer sebelum Aksi Perubahan dan penyelenggaraannya baru dapat dilakukan bertepatan dengan
aksi perubahan yang reformer sementara lakukan.

Selama proses Sosialisasi didapatkan Feedback terhadap perbaikan pelayanan dan pertanyaan
tentang perbedaan pemahaman pasal-pasal dari aturan yang ada. Dan setelah mendapatkan
penjelasan dari narasumber yang didatangkan, peserta lebih memahami garis-garis besar yang ada.

Laporan Hasil Sosialisasi dan bimbingan teknis Sistem Informasi RUP dan SPSE v4.4 kami Lampirkan

dalam Lampiran Laporan Aksi Perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN POSO BPBJ
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN w

SOSIALISASI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR
DAN SISTEM PENGAD E

Gambar 34. Sosialisasi dan Bimtek Sistem Informasi bagi PA, KPA. PPK dan Admin PA OPD

MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Selama proses Kepemimpinan dalam waktu 2 bulan ini, terdapat beberapa manfaat dari
perubahan kinerja organisasi yang dilakukan, yakni manfaat terhadap organisasi itu sendiri, manfaat
bagi Pemda dan manfaat bagi masyarakat pelaku usaha.
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Bagi Organisasi UKPBJ, dengan adanya Website atau Sistem Informasi yang dibangun,
menjadikan UKPBJ dapat lebih mengupdate akuntabilitas kinerja organisasi pengadaan barang dan
jasa, dimana segala kegiatan dalam rangkaian proses Pengadaan Terintegrasi dapat disajikan
dalam bentuk Informasi atau Portal Berita dan Aplikasi Pendampingan atau Asistensi Desk berbasis
Online. Semua proses pengadaan dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat di upload oleh
Pengelola Pengadaan dan Personil Lain UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
sesuai dengan SK yang dibebankan pada Personil UKPBJ.

Bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya Perubahan Kinerja Organisasi dalam UKPBJ
Kabupaten Poso maka secara keseluruhan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa bagi semua
Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih optimal untuk diterapkan. Nilai-nilai yang didapatkan dari
peningkatan kerja organisasi ini menaikkan nilai Indikator Kabupaten Poso ke urutan yang lebih
baik dalam beberapa Sistem Monitoring yang dilakukan Pemerintah Pusat, seperti KPK dan LKPP.
KPK dengan Sistem Monitoring Corruption Preventing MCP nya akan mengupdate penginputan di
TW 2 dan dalam mengupdate Data Pendukung nanti sudah bisa dipastikan akan menaikkan nilai
indikator SIRUP. LKPP dengan Sistem Informasi Manajemen Tingkat Kematangan UKPBJ akan
mengupdate nilai Tingkat Kematangan UKPBJ Kabupaten Poso menjadi Level 3 Proaktif sesuai

Data-data Pendukung yang kini dimilik oleh UKPBJ Kabupaten Poso.

Gambar 35. Partisipaasi OPD dalam Pengumuman RUP di Aplikasi SIRUP
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Bagi Masyarakat atau Pelaku Usaha, dengan terumumkannya seluruh Rencana Umum
Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka masyarakat pelaku usaha akan lebih siap
menghadapai proses pemilihan atau tender yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Poso. Kini
seluruh pekerjaan yang akan di laksanakan di daerah dapat dilihat dalam Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (Gambar 31) berbeda jauh dengan sebelum Aksi Perubahan dilakukan yang
dapat dilhat dalam Tabel 2 pada halaman 5 Laporan Aksi Perubahan ini.

Kesiapan Pelaku Usaha dapat ditunjukkan dengan telah mendaftarnya beberapa Pelaku
Usaha dalam Sistem Belanja Elektronik seperti E-Katalog dan Toko Daring. Sehingga beberapa
Pengadaan Barang yang sebelumnya dilakukan manual kini sudah dapat dilakukan secara Daring
melalui Aplikasi Bela Pengadaan.

Potensi Belanja Langsung lewat Aplikasi ini seperti yang di informasikan pada Aplikasi

Dashboard SIRUP pada tautan https://datastudio.google.com/u/0/reporting/4482ff4e-f62b-4454-

98eb-7ebae94e3401/page/ljAmC sebesar Rp. 63,4 Triliun terdiri dari 119,62 Ribu Kegiatan untuk

seluruh Indonesia. Dan untuk Kabupaten Poso terdapat potensi sebesar Rp. 120,5 Milyar terdiri

dari 1.216 Kegiatan dapat dilihat pada tautan https://datastudio.google.com/u/0/

reporting/4482ff4e-f62b-4454-98eb-7ebae94e3401/page/p gaf8sv87sc. Ini adalah Peluang

Usaha yang sangat besar bagi Pelaku Usaha Lokal Kabupaten Poso. Karena apabila mereka telah

terdaftar di Aplikasi Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal maka dapat menawar di seluruh

Indonesia.
Pagu dan Paket per Metode Pengadaan Pagu dan Poket per Metode Pengodoon

Fag Paket Pagu Paket
& o
¥ . T

Kab. Poso I | Nasional |

- - s-Purchasing
® Pagu: 63433475531.323

e-Purchasing
Pakst 119,624

w Py 120,527,509,283

Pakel 1,216
ng Pangadan Languing Penunyskan Laegang Sapemias

e Terderng Dikarabkan Fesrure Keames . ths 0 Fﬂ_l,.. Jikan L Vomtes
Dikac =

Gambar 36. E-Purchasing di Kabupaten Poso dan Nasional sebagai Peluang Usaha UMK
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Keberlanjutan Aksi Perubahan

TARGET CAPAIAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG

Tindak lanjut dari keberhasilan Jangka Pendek Aksi Perubahan Organisasi ini adalah melaksanakan
target Jangka Menengah dan Panjang untuk keberlanjutan proses perubahan kinerja organisasi Unit

Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Jangka Menengah, Reformer akan melakukan sertifikasi kompetensi Pengelola Pengadaan dan
Personil Lainnya yang belum menjadi Pengelola Pengadaan dan mendapatkan dukungan penggunaan
Jaringan dari Dinas Kominfosandi untuk kelangsungan Layanan Website yang ada. Bentuk dukungan
dari Dinas Kominfosandi diberikan dengan pemberian Virtual Private Server dan Hak Aksesnya kepada
Reformer, dan reformer memanfaatkan Sub Domain yang diberikan dengan menyalin semua Source
Code dari Aplikasi dan Website yang digunakan ke dalam space yang diberikan. Dukungan
pemeliharaan terhadap server juga akan diberikan Tenaga IT Kabupaten Poso agar Aplikasi dapat

berjalan dengan baik dan tidak mengalami eror saat digunakan dalam jangka Panjang.

O & @it 36.94, 199,141 | ] ® £ n ® =
]
Dashboord System Information c
= - [
) 18% \
Sysien husiname Lok poackal gadd (1 72,16.16.149) Operating system ourma | inex 18045
Webmun version 1979 Authertic fhame version gl e
Timve on system Maondsy, Aprs 25, 2027 8741 A Kammel and CPU
Processor infarmation wool(R) Xenn(R) CPUTS 2620 ¢4 @ 2.70GHr, 7 coms  System uptime
Running procesies CPU load averages
Reol memary 10,64 MB used ! 32 %3 M8 cached / 2 GR total VinLal memory
Local disk spacs 1,83 I8 used /7.04 GIB frea /9. 73 G total Packags updates.
© Warnng

Stas History

Gambar 37. Dukungan kelangsungan layanan Website dan Aplikasi dengan VPS dari Kominfo
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Jangka Panjang, Dalam Jangka Panjang Reformer akan meningkatkan Nilai Indikator Tingkat

Kematangan UKPBJ tidak hanya pada level Proaktif, namun akan sampai pada level Unggul. Karena

dengan Data-data Pendukung yang telah siap, reformer yakin bahwa penilaian Tingkat Kematangan

UKPBJ akan naik. Selain itu dalam peningkatan Level Kematangan Organisasi, Reformer akan

menambahkan Laporan Kinerja Pengadaan Strategis pada Website UKPBJ dimana Laporan ini sudah

terintegrasi dengan semua Sistem Informasi yang ada, baik yang disediakan oleh LKPP maupun yang

dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah. Integrasi Sistem Informasi ini menjamin penggunaan

seluruh sistem informasi seperti yang di instruksikan dalam Surat Edaran Deputi No 17 Tahun 2019

dimana Sistem yang dibangun harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Laporan penggunaan sistem informasi pengadaan secara penuh adalah laporan real time berbasis

web yang dihasilkan oleh sistem informasi pengadaan barang/jasa yang telah mengintegrasikan

mata rantai proses di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

Laporan secara real time dari sistem informasi diharapkan dapat memberikan informasi yang up to

date, kredibel dan bermanfaat dalam rangka proses pengambilan keputusan.

Laporan tersebut juga dapat digunakan untuk:

a. Untuk menunjukkan akuntabilitas: menampilkan progress program kerja kepada pemangku
kepentingan

b. Untuk mengeksplorasi, investigasi dan edukasi: melihat apa yang berhasil, apa yang tidak, dan
mengapa, sehingga organisasi selalu belajar atas apa yang telah dilakukan

c. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan melalui proses partisipatif

d. Untuk mendapatkan dukungan: menunjukkan hasil akan memudahkan proses mendapatkan
dukungan dari para pemangku kepentingan

Laporan bersumber dari data (catatan transaksi selama proses pengadaan berlangsung),

kemudian selanjutnya diolah menjadi informasi (sekumpulan catatan transaksi yang telah ditata

dan diolah sehingga mempunyai arti bagi yang membaca).

data oleh masing-masing UKPBJ sebagian besar akan dipenuhi dari aplikasi SIRUP dan SPSE

(khususnya versi 4.4) sebagai backbone utama dalam melaksanakan proses pengadaan, dan

mungkin sisanya diperoleh dari sistem pendukung yang dikembangkan di internal organisasi.

Informasi dalam pelaporan yang wajib dicantumkan adalah:

a. Summary distribusi paket berdasarkan jenis pengadaan, baik dari sisi jumlah maupun nilai
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b. Summary status pengadaan untuk setiap tahapan (persiapan, pemilihan, pelaksanaan
pekerjaan)

7. Sedangkan informasi lainnya yang penting untuk dicantumkan namun tidak wajib yang
bersumber dari capaian setiap indikator kinerja adalah:

a. Kinerja penyerapan anggaran: realisasi penyerapan anggaran berbanding rencana awal
(target)

b. Kinerja jadwal pemilihan: rata-rata waktu proses per metode pemilihan berbanding target awal

c. Kinerja penyedia: meliputi partisipasi penyedia (rata-rata jumlah penawaran yang masuk) dan
persentase kesesuaian dengan persyaratan pelelangan

d. Kinerja tingkat layanan UKPBJ: pencapaian kepuasan pelanggan (PPK dan penyedia) atas
layanan yang diberikan oleh UKPBJ

8. Laporan ditampilkan dalam bentuk grafik (bar chart, pie chart, line chart, dll) dan tabel sehingga
dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

9. Akan sangat bermanfaat seandainya terdapat fitur pada sistem yang memungkinkan dilakukan
analisis lanjutan melalui fitur telusur (query, drill down, slice and dice) atas laporan awal yang
ditampilkan dalam sistem.

10. Laporan dapat diakses dan di print sesuai dengan kebutuhan organisasi sesuai dengan hak akses
yang diberikan oleh admin.

Inilah rencana Jangka Panjang untuk keberlangsungan Perubahan Kinerja Organisasi yang telah
dilakukan reformer untuk mengintegrasikan Sistem Elektronik di Sektor Pengadaan barang dan Jasa
sehingga seluruh Informasi Pengadaan dapat terintegrasi dalam Satu Sistem Informasi Pengadaan

Barang dan Jasa seperti yang ditunjukkan dalam contoh diagram berikut ini.
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Gambar 38. Contoh Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
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Bal 7

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

1. Dengan adanya Tutorial Video Pembelajaran Mandiri, tingkat partisipatif OPD menjadi lebih
tinggi dari sebelum adanya Tutorial tersebut. Dibuktikan dengan Nilai Presentase
Pengumuman Sirup yang naik dari 43% sampai dengan 63%.

2. Dengan adanya Halaman Asistensi Desk Online, pemenuhan Data hasil Entri dan Berita Acara
Reviu serta Kertas Kerja Personil UKPBJ dapat terdokumentasi dengan baik. Kini Pimpinan
dapat melihat Kondisi Rencana Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa untuk tiap OPD.

3. Dengan adanya Website UKPBJ, maka nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dipublikasi
secara luas sehingga dapat menjadi percontohan untuk UKPBJ lainnya di Provinsi Sulawesi
Tengah.

4. Dengan adanya Website atau Sistem Informasi yang dibangun, menjadikan UKPBJ dapat
lebih mengupdate akuntabilitas kinerja organisasi pengadaan barang dan jasa, dimana segala
kegiatan dalam rangkaian proses Pengadaan Terintegrasi dapat disajikan dalam bentuk
Informasi atau Portal Berita dan Aplikasi Pendampingan atau Asistensi Desk berbasis Online.
Semua proses pengadaan dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat di upload oleh
Pengelola Pengadaan dan Personil Lain UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sesuai dengan SK yang dibebankan pada Personil UKPBJ.

5. Dengan adanya Perubahan Kinerja Organisasi dalam UKPBJ Kabupaten Poso maka secara
keseluruhan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa bagi semua Organisasi Perangkat
Daerah dapat lebih optimal untuk diterapkan. Nilai-nilai yang didapatkan dari peningkatan
kerja organisasi ini menaikkan nilai Indikator Kabupaten Poso ke urutan yang lebih baik
dalam beberapa Sistem Monitoring yang dilakukan Pemerintah Pusat, seperti KPK dan LKPP.
KPK dengan Sistem Monitoring Corruption Preventing MCP nya akan mengupdate
penginputan di TW 2 dan dalam mengupdate Data Pendukung nanti sudah bisa dipastikan
akan menaikkan nilai indikator SIRUP. LKPP dengan Sistem Informasi Manajemen Tingkat
Kematangan UKPBJ akan mengupdate nilai Tingkat Kematangan UKPBJ Kabupaten Poso
menjadi Level 3 Proaktif sesuai Data-data Pendukung yang kini dimilik oleh UKPBJ Kabupaten

Poso.
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6. Dengan terumumkannya seluruh Rencana Umum Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah

Saran

(OPD), maka masyarakat pelaku usaha akan lebih siap menghadapai proses pemilihan atau
tender yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Poso. Kini seluruh pekerjaan yang akan
di laksanakan di daerah dapat dilihat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(Gambar 31) berbeda jauh dengan sebelum Aksi Perubahan dilakukan yang dapat dilhat

dalam Tabel 2 pada halaman 5 Laporan Aksi Perubahan ini.

Menambahkan Fitur Laporan Kinerja Pengadaan Strategis pada Website UKPBJ, dimana
laporan real time berbasis web yang dihasilkan oleh sistem informasi pengadaan barang/jasa
yang telah mengintegrasikan mata rantai proses di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan
dan pelaksanaan kontrak.

Akan sangat bermanfaat seandainya terdapat fitur pada sistem yang memungkinkan
dilakukan analisis lanjutan melalui fitur telusur (query, drill down, slice and dice) atas laporan
awal yang ditampilkan dalam sistem.

Menambahkan Fitur Laporan dapat diakses dan di print sesuai dengan kebutuhan organisasi
sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh admin

Melakukan pemeliharaan website dan pengembangan secara berkala sesuai dengan
perubahan versi Aplikasi.

Melakukan Integrasi dengan Aplikasi Pengadaan lainnya atas seizin LKPP RI.
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Dokumentasi

Telaahan Staf ke Bupati Poso
Tgl. 20 Maret 2022
Dan Hasil dari Telaahan Staf

Surat Bupati Poso ke OPD



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

J1. Pulau Sumba No. | Tlp (0452) 22770 Poso

Telaahan Staf

Kepada : Yth. Bupati Poso

Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso
Tanggal : 20 Maret 2022

Perihal . Percepatan Penginputan RUP di SIRUP

Dasar Hukum :

1.

2.

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres
No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
9 Tahun 2020 tentang Katalog Elektronik;

Surat Edaran Bersama LKPP dan Kemendagri NOMOR 027/2929/SJ
NOMOR 1 TAHUN 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Surat Edaran Bersama LKPP dan Kemendagri NOMOR 027/1022/SJ
NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Daerah

Sehubungan dengan Dasar Hukum di atas, bahwa seluruh PA/KPA

harus mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum akhir Januari Tahun Anggaran

berjalan, maka masih terdapat 27 OPD belum mengumumkan RUP di Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Maka kami mohon kiranya
Ibu Bupati Poso dapat memerintahkan PA/KPA OPD untuk segera
melakukan penginputan dan berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Setdakab Poso.

Demikian telaahan ini kami sampaikan, atas perkenan Ibu kami

ucapkan terima kasih.

R ooy trg)
h"ﬂn‘w ok ed-ovoan

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO,

Pembina I\V/a

19
L hobs sy Atd L Tuy %h "L LUKMAN HAKIM MA’ARUF, S.T.. M.Si

NIP.19780618 200604 1 018
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BUPATI MOS0
Pown, 200 Maret 2022
Nomior Kepnda
il Segern Yih PASKPA QP
Lampiran 1 [Satu] Heram i Lingkungan Pemesintah
Hal Percepatnn penginputan KUP Dineranh Kabupraten Poso
TA 2022 ¢l SIRUP i -

Poso
Chamany Flubkum
I Peraturnn Pemerintah Mo, 12 (nhun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Dhaverrah

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres
Noo 16 Takun 2008 1entang PR Pemerintah,

4 Peraturan  Menteri Dalam  Negerd Nomor 77 Tahun 2020 LerLAng
PedomanTeknin Pengelolunn Keuangan Daerah

4. Pernturan Lembagn Kebljakan Pengadann Barang/Jasa Pemerintah Nomaor
9 Tahun 2020 tentang Katalog Klekironilk:

3. Sural Edarnn Bersamn LKPP dan Kemendagri NOMOR (027 /26929/5)
NOMOR 1 TAHUN 2021 tentang Percepatan Pelnksanaan Pengadaan
Harang/Jnsa Dalnm Pengelolmn Kewnngan Daerah

. Surnt Edoran Bersamn LKPP dan Kemendagri NOMOR 027/1022/8.
NOMOR | TAHUN 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia padn Pengadann Borang/ Jass di Lingkungian Pemerintah Daerah
Sehubungan dengan Dasar Hukum di ntas, bahwa seluruh PA/KPA harus

mengumumkan Kencana Umum Pengadaan (RUP) di Sistem |nformasi Rencana

Umum Pengndoan (SIRUF scbelum akhir Januari Tahun Anggnran berjalan,

dimana Data tersebut digunakan dalam Pereepatan Pen gitaan Barang dan Jasa

TA 2022 dan untuk dijadikan Data P3DN dalam Rakornas P3DN antara Presiden

dan seluruh Kepala Daerah se Indonesia padn Tanggal 22-24 Maret 2022 di Bali,

maka terdapat 27 OPD belum mengumumbkan RUP di Sistem Informasi Rencana

Umum Pengadaan (SIRUP). Dimohon segera melakukan penginputan  dan

berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Poso.
Demikian disampaikan untulk dilaksanakan. Atas perhatian saudara

diucapkan terima kasih,

+4 BUPATI POSO




Dokumentasi

Rapat dengan Bupati Poso
Tgl. 21 Maret 2022
Ttg Langkah Percepatan,

Dan Data Presentasi UKPBJ kepada Bupati Poso
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Poso Menjadi Kabupaten Maju,
Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah

Notulen Rapat 21 Maret 2022 :

Dalam Rapat virtual tersebut diminta data dan pendapat dari kami untuk melakukan percepatan
Pengadaan Barang dan Jasa serta kaitannya dengan Rapat Koordinasi Nasional yang akan diadakan
Presiden Bersama seluruh Kepala Daerah di Indonesia. Dan sesuai Presentasi kami kepada Kepala
Daerah, kami menunjukkan keadaan Penginputan RUP sampai dengan Bulan Maret 2022 dan Langkah-
langkah yang harus di ambil apabila ingin melakukan percepatan. Antara lain Langkah yang harus di
ambil adalah memaksa OPD untuk segera menyelesaikan Penginputan SIRUP agar Proses Pengadaan
Barang dan Jasa dapat segera dilaksanakan. Kami juga menunjukkan Data terakhir dalam penarikan per
tanggal 17 Maret bahwa OPD yang mengumumbkan SIRUP baru 27 OPD sehingga apabila ingin mencapai
Komitmen Belanja sebesar 200 Milyar terhadap 40% dari Belanja Barang dan Jasa Total, maka dapat
dipastikan belum mencukupi. Untuk itu Kepala Daerah harus menginstruksikan kepada OPD yang
lambat agar segera menyelesaikan penginputan. Dalam Rapat Virtual ini Reformer mencoba untuk
menyampaikan Pesan kepada Kepala Daerah dengan Tehnik Komunikasi Futuristik melalui Penyajian
Data dalam bentuk Presentasi sehingga tergambar dengan jelas keadaan saat ini dan dapat memaksa
Pimpinan untuk memberikan Feedback pada Reformer dan peserta Rapat Virtual lainnya. Hasilnya,
Reformer ditugaskan mendampingi Kepala Daerah dalam Rapat Teknis Bussiness Matching Pengadaan

Barang dan Jasa Bersama Presiden dan Kemenperin Rl di Denpasar Bali pada tanggal 22-26 Maret 2022.



Persiapan Raker P3DN di Bali
Tgl. 21-24 Maret 2022

Bagian YBJ Setdakab Poso



@Persiapan Bagian PBY

Waktu Kegiatan Keterangan
21 Maret 2022
09.00-10.00 WITA | Pembukaan Bapak Menteri
Perindustrian
10.00-12.00 WITA Sosialisasi Seluruh peserta,
Ballroom Hotel
12.00-13.00 WITA ISHOMA

13.00-18.00 WITA

Business Matching Kementerian/Lembaga

Ruangan yang
ditentukan

22 Maret 2022

09.00-12.00 WITA

Business Matching Kementerian/Lembaga

Ruangan yang
ditentukan

12.00-13.00 WITA

ISHOMA

13.00-18.00 WITA

Business Matching Pemerintah Daerah

Ruangan yang
ditentukan

23 Maret 2022

09.00-12.00 WITA

Business Matching Pemerintah Daerah

Ruangan yang
ditentukan

12.00-13.00 WITA

ISHOMA

13.00-16.00 WITA

Business Matching Pemerintah Daerah

Ruangan yang
ditentukan

16.00-18.00 WITA

Penutupan

Bapak Menteri

[ P [N Ry




@Versiapan Bagian VBT
. ‘Mendapatkan USER ID Timnas P3DN

2. Menginventarisir Pengadaan Barang yang
mengqunakan YDN dari STRUP

3. Menginput dalam Aplikasi Timnas P3DN

4. Terlibat dalam Pembentukan Tim Pengawasan P3DN



@Mendapatkan USER ID Timnas P3DN

& Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak & Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak

seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat
membaca atau mendengarkannya. Klik untuk info selengkapnya. membaca atau mendengarkannya. Klik untuk info selengkapnya.

User ID utk pengumpulan Data Daerah P3DN utk acara di Selamat Pagi D734 2

Bali bgmn ya? Kok Daerah kami belum di kiim2 USER ID
kami sdh daftar 2 kali utk timnas, tp daerah kami belum

nya di email kami? i
UgER ID SUCIClh — dapat user ID. 0734 &

kami dari Kabupaten Poso Prov. Sulawesi Tengah

Kabupaten Poso, Prov. Sulawesi Tengah 0735 &

diminta dengan S it et oo e~ Kaber PE1-

08114581544 0735

cara menda{:'-a rl Akan kami telusuri lagi

+aPi SamPai 7 terima kasih
Seka ra n9 be'um a SONDHY Kamesworo P3DN

d i be ri ka n Tambahkar

baik

0734 W

silakan menghubungi nomer ini untuk akun timnas P3DN
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Langkah Percepatan

O MEMAKSA OPD UNTUK PENGINPUTAN RUP dalam | hari ke depan

O INVENTARTSIR H40% dari Rp. 352 M atau 40% dari Rp. 444 M
O KOMITMEN Rp. 40,8 M atau 177.6 M harus PDN i

O MENDAPATKAN USER ID TIMNAS P3DN
cAIokasi 40% \1 (_ (o Pengawasan \]

e Wajib e Pref Harga 25% * Sanksi
___ Ps 76
Perpres 12

* BMP 40%

e Toko Daring

Ps 66-67 L
Perpres 12




+ Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022

s —
SALINAN
! BUPATI POSO
Poso, 3 Pebruari 2022
MENTERI DALAM NEGERI "
2 ;
REPUBLIK INDONESIA Nomor : 6ot [12[oped[2° Kepada
Sifat : Segera Yth. PA/KPA OPD _
S Lampiran : 1 (Satu) Berkas di Lingkungan Pemerintah
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN Hal : Himbauan Input RUP Il)_aerah Kabupaten Poso
A (€8
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Tazges Poso
Jakarta, 11 Mei 2021
Dasar Hukum :

M1 GBS 1. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

2. Bupati/Wali Kota Daerah p
di D, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres

- No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah.
Seluruh Indonesia 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah ‘
ARBATEDARANBERSAMA 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
é NOMOR 027/2929/SJ 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
. . . 767’.
N (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ;o
e S Rt 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
’ﬁ;& TENTANG 7 Tahun 2020 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan E}BQargg—gz}J;;g;/sJ
3 1 i MO
P 6. Surat Edaran Bersama LKPP dan Kemendagri NO
ERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM NOMOR 1 TAHUN 202l1tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

pengelolaan keuangan daerah, maka diminta perhatian atas hal-hal sebagai berikut:
Sehubungan dengan Dasar Hukum di atas, bahwa seluruh PA/KPA harus

1.  Pemerintah Daerah agar segera melakukan penvesuaian organisasi pengadaan
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PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

J1. Pulau Sumba No. 1 Tlp (0452) 22770 Poso

KEPUTUSAN KEPALA UKPBJ
NOMOR : 095/0274/BPBJ/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL UKPBJ
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Memperhatikan :

1.

KEPALA UKPBJ,

bahwa untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ pada
level Proaktif dibutuhkan aksi perubahan Kkinerja
organisasi UKPBJ ;

.bahwa untuk mendukung aksi perubahan kinerja

organisasi diperlukan Tim;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala UKPBJ tentang Penetapan
Personil UKPBJ Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ
Pemerintah.

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang Jasa;

. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 4);



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JI. Pulau Sumba No. 1 Tlp (0452) 22770 Poso

6. Surat Penugasan Nomor 094 /0274 /BPBJ /2022 tentang
Penugasan ASN sebagai Personil Lainnya UKPBJ di
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan :

KESATU : Personil UKPBJ adalah ASN yang ditempatkan/ditugaskan
di di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Poso untuk
Tahun Anggaran 2022, yang tugasnya akan diatur
selanjutnya oleh Keputusan Kepala UKPBJ.

KEDUA : Surat Keputusan ini sebagai dasar Penginputan Personil
UKPBJ di Sistem SPSE LPSE Kab. Poso.

KETIGA : Kepada ASN yang bersangkutan akan dibuatkan USER ID

LPSE sesuai Tugas masing-masing.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 28 Maret 2022

7R
G

b Y
=

ﬁngu\ UKPBJ,

.‘--"""“

(Y
5

LUKMAN HAKIM MAARUF, ST.,
M.Si

Tembusan Yth. :

. Bupati Poso di Poso sebagai laporan;

. Wakil Bupati Poso di Poso;

. Sekretaris Daerah Kab. Poso di Poso;

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Poso di Poso;
Kepala BKPSDM Kabupaten Poso di Poso;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.

NoOUh N



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

J1. Pulau Sumba No. I Tlp (0452) 22770 Poso

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR 095/0274/BPBJ/2022
TANGGAL 28 Maret 2022
TENTANG PENETAPAN PERSONIL UKPBJ TAHUN ANGGARAN 2022
PANGKAT /
No. NAMA / NIP GOLONGAN JABATAN
L S | RUANG |
1 2 3 4
1 | LUKMAN HAKIM MAARUF, ST., M.Si | Pembina, IV/a | KEPALA UKPBJ Pegawa.t Tetap |
2 | DARMAWAN LASAWEDI, ST., MT Pembma., IV/a | Pengelola PBJ Pegawai Tetap _:
3 | Ir. K. IKHSAN TAMPAKE, ST P"“aﬂtﬁ's‘“ L | PengelolaPBJ | Pegawai Tetap |
4 | WITA NUR FADJRIN, S.Stp Penata, l/c | PengelolaPBJ | PegawaiTetap |
S | YOPPY SOLEMAN, ST., MT Hamex ;‘:‘t' L | PengelolaPBJ | Pegawai Tetap
- Penata Tkt. I, Personil Lain .
6 | IMRAN TAIE! S.Sos m/d UKPBJ { I_’Eatwaffap
7 | M. ICHSAN SUKANDI, ST Penata, III/c P"”S"gBJL“’” Pegawai Tetap
| Penata Muda Personil Lain ;
l 8 ‘ INDRA SALAM, ST Tkt 1, TII/b UKPBJ Pegawai Tetap ]
[ Penata Muda Personil Lain ;
9 | MUAZZIN TJANE, A.Md /a UKPRJ Pegawai Tetap
Pengatur Muda Personil Lain ;
[ 10 | BERTY HARPIANUS BANANGI The 1 1/b it Pegawai Tetap
| 11 | ALBAR AMIR, ST., M.Si Penibioa, IV/5 P“;"K‘;lm"a’” Penugasan/Adhoc
' ' o PenataTkt.I, | Personil Lain
| 12 | NARJEN PAYUNG, ST ] m/d S R | Penugasan/Adhoc
' Penata Tkt. I, Personil Lain ]
‘ 13 | ABDI DERMAWAN, ST M/d keBy Penugasan/Adhoc
| 14 | BARITA N. SIRAIT, ST., MT Penata, /c | PeSoML LA™ | penugasan/Adhoc
| 15 | FARADILA YUSUF LIPUTO, ST, MT | Penata, Il/c B ""’;"K’j‘,‘,lBﬁa‘“ Penugasan/Adhoc
| 16 | ZULKIFLL, S.Sos Penata, Ill/a P"’S‘;(‘EIBJL“”‘ Penugasan/Adhoc
17 | <ars | Pengatur Tkt. I, | Personil Lain | ___
17 | SAIFUL TEngA_ ) | 1/d UKPBJ | Penugasan/Adhoc _

IM MAARUF, ST., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

J1. Pulau Sumba No. I Tlp (0452) 22770 Poso

LAMPIRAN Il KEPUTUSAN
NOMOR : 095/0274/BPBJ/2022

TANGGAL : 28 Maret 2022
TENTANG : PENETAPAN PERSONIL UKPBJ TAHUN ANGGARAN 2022

TUGAS KEPALA UKPBJ

1.

2.

3.
4.

Memimpin dan mengendalikan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
disemua Domain dan Variabel Tingkat Kematangan UKPBJ.
Menetapkan pembagian tugas Pejabat Pengelola Pengadaan dan
Personil Lainnya.

Mengadakan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas Personil UKPBJ.
Memastikan Tugas Personil telah masuk dalam Sasaran Kinerja
Pegawai UKPBJ

TUGAS PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN

1.
2:

3.

Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala UKPBJ.

Mendampingi OPD dalam Kegiatan Asistensi dan Reviu Perencanaan
dan Pelaksaaan Pengadaan.

Melengkapi Data Pendukung Tingkat Kematangan UKPBJ pada level
Proaktif.

Mengerjakan tugas Sub Koordinator sub bagian yang lalu dijabat
sampai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Organisasi
yang baru dikeluarkan, terkecuali untuk Sub Koordinator LPSE akan
dirangkap oleh Kepala UKPBJ karena Pejabat Pengelola Pengadaan
yang menjadi Pokja Pemilihan tidak boleh menjadi Pengelola LPSE.
Menugaskan Tim Pendukung kerja Pengelola Pengadaan untuk
mendukung pekerjaan Teknis.

TUGAS PERSONIL LAIN UKPBJ

2,

3.

Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala UKPBJ.

Mendampingi Pejabat Pengelola Pengadaan dalam Kegiatan Asistensi
dan Reviu Perencanaan dan Pelaksaaan Pengadaan.

Melengkapi Data Pendukung Tingkat Kematangan UKPBJ pada level
Proaktif.

Menjadi Tim Pendukung kerja Pengelola Pengadaan untuk
mendukung pekerjaan Teknis Lainnya.

ALA UKPBJ,
AR B

MAARUF, ST., M.Si



Dokumentasi

Rapat Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa

Bersama Bupati Poso tanggal 1 April 2022



= Dokumentasi Rapat Pimpinan
1) Rapat dengan Bupati Poso mengenai Persiapan PBJ dan Hubungannya

dengan Kegiatan Pimpinan

Rapat Tanggal 1 April 2022 Rapat Tanggal 1 April 2022

Notulen Rapat 1 April 2022 :

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diminta oleh Bupati Poso menyiapkan seluruh
Proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik dari seluruh rangkaian Proses
Pengadaan dimulai dari Perencanaan termasuk Penginputan SIRUP, Persiapan
Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan, lalu Pelaksanaan Proses Pemilihan atau
Seleksi Jasa Konsultan. Bagian PBJ sekali lagi memberikan analisis Data dari OPD
yang dibahas oleh Bupati Poso. Sebagai contohnya, untuk RSUD, terdapat Kegiatan
Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Baru Tipe B di Kecamatan Poso Kota
Selatan, sementara dari data yang mereka entri ke dalam Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan belum lengkap sesuai Jasa Konsultan yang akan mereka

adakan.

Reformer memberikan solusi agar nomenklatur dalam Sistem Informasi tersebut di
rubah dahulu agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nomenklatur kegiatan
tersebut dapat di rubah di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
dan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPD) pada saat perubahan

nanti.



2) Rapat dengan Badan Sertifikasi Elektronik Tanggal 3 April 2022

Rapat Tanggal 3 April 2022 Rapat Tanggal 3 April 2022

Notulen Rapat 3 April 2022 :

Bagian Pengadaan diundang dalam rapat Penggunaan Tandatangan Elektronik /
Digital untuk semua dokumen yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah
dan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang digunakan Bagian
Pengadaan barang dan jasa juga membutuhkan pengesahan tandatangan oleh
Pengguna Anggaran sebagai bentuk Peningkatan Akuntabilitas Organisasi, dan atas
konsultasi dengan Badan Sertifikasi Elektronik mereka bersedia mengintegrasikan
Sistem TandaTangan Elektronik/Digital dengan Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan yang kami bangun.



Dokumentasi

Asistensi Desk Entri Data SIRUP
Tgl. 7 April 2022
DINAS PUPR
DINAS P DAN K
BADAN KESBANGPOL
KECAMATAN



1) Asistensi Desk Dinas PUPR Tgl 7 April 2022

2) Asistensi Desk Dinas P DAN K, Badan KESBANGPOL, KECAMATAN Tgl. 11
April 2022




Dokumentasi

Pembuatan Video Tutorial

Tanggal 7 April s/d 1 Mei 2022



1) Pembuatan Video Tutorial Tgl 7 April — 1 Mei 2022
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Dokumentasi

Panduan Atau USER GUIDE
SIRUP dapat juga dibaca Online di
Website UKPBJ
https://bpbj.posokab.go.id/ebook



Dokumentasi

Sosialisasi dan Bimtek SPSE v4.4
Tanggal 10 Mei - 11 MEI 2022



C)UKPBJ

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Poso

LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN SOSIALISASI

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 202

dan Sistem Pengadaan Secara Elektr
(SPSE) Versi 4.4




( Cetistin Sovialions:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) VERSI 4.4
DI KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2022

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pengadaan memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan
organisasi pemerintah melaksanakan misi strategis dan program Kkerja.
Dalam rangka upaya melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
dimana telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah dilakukan peningkatan
Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.4, Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Poso
pada tahun anggaran 2021 melakukan kegiatan Sosialisasi kepada
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Admin SIRUP yang ada di seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Poso guna mendukung
terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan peraturan

dan versi terbaru yang disponsori oleh Anugrah Pratama.

b. Maksud dan Tujuan
Sosialisasi dilakukan sebagai upaya Bagian Pengadaan Barang Jasa
(BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Poso sebagai Pusat Keunggulan
Pengadaan Barang dan Jasa yang melakukan tugas menyelenggarakan
dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dan berfungsi untuk melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia

dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dan melakukan pelaksanaan

Bagian Pengadaan Barang dan Jaca



( Cetistin Sovialions:

pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis yang dalam hal ini

bertujuan untuk :

1) Membina dan memberi pemahaman tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 kepada PA, KPA, PPK di seluruh SKPD Kabupaten Poso.

2) Membina dan melakukan simulasi penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.4
kepada Admin SIRUP di seluruh SKPD Kabupaten Poso.

Output dan Outcome Kegiatan Yang Dihasilkan
Output dari kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021. Sedangkan

Outcomenya adalah :

1) Pemahaman Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Pemahaman Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) Versi 4.4.

3) Peningkatan kerja sama antara Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ)
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso.

Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Poso. Adapun susunan pelaksana utama
adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kepala Sub Bagian Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi.

Bagian Pengadaan Barang dan Jaca



( Cetistin Sovialions:

e. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Admin SIRUP di
51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Poso Tahun 2021.

S T o

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Poso
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso

Badan Pendapatan Kabupaten Poso

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Poso

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso

Dinas Kesehatan Kabupaten Poso

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso

Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Poso

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Poso

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso

Dinas Pariwisata Kabupaten Poso

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Poso

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Poso

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Poso

Dinas Perhubungan Kabupaten Poso

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Poso

Bagian Pengadaan Barang dan Jaca



( Cetistin Sovialions:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso

Dinas Pertanian Kabupaten Poso

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Poso

Dinas Sosial Kabupaten Poso

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso

Inspektorat Kabupaten Poso Kabupaten Poso

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Poso
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Poso

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso
Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Poso
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Poso

Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Poso

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso

40.Kecamatan Pamona Puselemba

41. Kecamatan Pamona Utara

4?2 .Kecamatan Poso Kota

43.kecamatan Poso Kota Selatan

44. Kecamatan Poso Kota Utara

45. Kecamatan Poso Pesisir

46. Kecamatan Pamona Selatan

47.Kelurahan Pamona

48.Kelurahan Sangele

49. Kelurahan Tentena

50. Kelurahan Petirodongi

51.Kelurahan Sawidago

52.Kelurahan Tendeadongi

Bagian Pengadaan Barang dan Jaca
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53.Kelurahan Gebangrejo
54.Kelurahan Kayamanya
55.Kelurahan Moengko Baru
56.Kelurahan Moengko Lama
57.Kelurahan Gebangrejo Barat
58. Kelurahan Gebangrejo Timur
59.Kelurahan Kayamanya Sentral
60. Kelurahan Bukit Bambu
61.Kelurahan Kawua

62. Kelurahan Lembomawo

63. Kelurahan Ranononcu
64.Kelurahan Sayo

65. Kelurahan Bonesompe

66. Kelurahan Kasintuwu
67.Kelurahan Lawanga

68. Kelurahan Lawanga Tawongan
69. Kelurahan Lombogia
70.Kelurahan Madale
71.Kelurahan Tegalrejo
72.Kelurahan Mapane
73.Kelurahan Kasiguncu
74.Kelurahan Tabalu

f. Tahapan Kegiatan Sosialisasi

a. Menetapkan tujuan kegiatan

b. Menetapkan rencana

c. Mengatur persiapan kegiatan
& Melakukan rapat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
& Membuat jadwal dan susunan acara kegiatan
& Melakukan survey lokasi kegiatan
& Melakukan koordinasi dengan sponsor dan narasumber

& Mencetak dan memasang baliho

Bagian Pengadaan Barang dan Jaca



( Cetistin Sovialions:

& Membuat google form pendaftaran peserta

& Menyiapkan doorprize

& Membagikan google form ke seluruh SKPD terkait
& Menerima pendaftaran peserta
Penyelenggaraan kegiatan

b. Evaluasi kegiatan

Bagian Pengadaan Barang dan Jaca



( Cetistin Sovialions:

.  PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI

a. Rundown Kegiatan

WAKTU KEGIATAN KETERANGAN
Selasa, 10 Mei 2022
08.00—-08.30 | Registrasi Panitia
Pembukaan : Panitia
- kan L . i,
& Sambutan Kepala BPBJ M.Si
Sambutan Wakil Bupati sekaligus
09.00-09.15 | membuka secara resmi Kegiatan Wakil Bupati
Sosialiasi.
09.15-09.30 | Coffee Break
09.30 - 11.00 ig;iuiuzsg;ila,,"sag Perpres No. 12 Syafruddin A.M, S.T
11.00-12.00 | Diskusi/Tanya Jawab Syafruddin A.M, S.T
12.00-13.00 | ISHOMA
13.00—-14.30 | Sesi 2 : Sosialisasi SPSE Versi 4.4 Miranty Evangelin
14.30-15.30 | Diskusi/ Tanya Jawab Miranty Evangelin
Rabu, 11 Mei 2022
08.00—-08.30 | Resgistrasi Peserta Panitia
08.30—-09.45 | Sesi 2 : Sosialisasi SiRUP Versi 3 Yohan A. Pokalose
09.45-10.00 | Coffee Break Panitia
10.00-10.45 | Lanjutan Sesi 2 Yohan A. Pokalose
10.45-11.30 | Diskusi/Tanya Jawab Yohan A. Pokalose

Bagian Pengadaan Barang dan Jaca




( Cetistin Sovialions:

b. Jalannya Kegiatan Sosialisasi
1) Kegiatan yang berhubungan dengan Aksi Perubahan

1) Penyampaian materi sesi 2 disampaikan oleh Ibu Miranty
Evangelin, dengan Bapak Ir. Ikhsan Tampake, S.T sebagai
moderator, yang meliputi :

Materi Teknis Aplikasi SIRUP
1. Apakah Akun SIRUP itu? Aplikasi Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah Aplikasi yang

berbasis Website (Web based) yang fungsinya sebagai

sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum

Pengadaan (RUP).

2. Akun Pengguna Sirup Pemda terbagi menjadi 4, yaitu :

& Admin PPE adalah Administrator sistem dari perwakilan
suatu instansi yang mengelola aplikasi dan infrastruktur
terkait pengadaan secara elektronik (Admin Pusat
Pelayanan Elektronik).

% Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran K/L/PD.

& Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang
diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan  pengeluaran  anggaran  belanja
negara/daerah.

& Admin RUP berperan untuk membantu PPK dalam
melakukan identifikasi pemaketan RUP atau input
manual paket RUP apabila pendelegasian pekerjaan
telah dilakukan oleh PPK.

3. Peran Admin PPE dalam Aplikasi Sirup adalah mengupload
File Rencana Kerja Anggaran Daerah (RKAD) dilakukan
oleh PA, Kelola OPD (Menambahkan OPD, ubh data OPD,
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menghapus OPD, dan reset pemetaan OPD), Kelola

Pengguna (Menambahkan akun PA, mengubah data

pengguna, menonaktifkan pengguna, dan mengubah

password pengguna), dapat memanfaatkan fitur moner,

dapat melakukan cetak rekap paket RUP untuk masing-
masing OPD ataupun keseluruhan data pada instansi,
mengatur jadwal penginputan RUP per SKPD.

4. Peran Admin PA dalam Aplikasi Sirup adalah melakukan
Kelola pengguna, melakukan verifikasi dan unverifikasi
PPK, melakukan Kelola PKS (Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan), mengumumkan paket RUP, mengupload file
Rencana Kerja Anggaran Daerah (RKAD), membatalkan
final draft paket RUP, melakukan revisi paket, konsolidasi
paket dalam OPD, memanfaatkan fitur moner dan cetak
paket RUP dan Satuan Kerja.

5. Peran Admin PPK dalam Aplikasi Sirup adalah melakukan
update data PPK, delegasi PKS (Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan) kepada Admin RUP, Menyusun RUP di Aplikasi
SIRUP, melakukan finalisasi draft paket RUP, inisiasi revisi
paket RUP.

6. Peran Admin RUP dalam Aplikasi Sirup adalah melakukan
identifikasi membuat paket Penyedia, Swakelola dan
Penyedia dalam Swakelola.

7. Tata Cara Testing (praktek dalam kegiatan)

1. Website yang digunakan untuk melakukan persiapan
dan testing integrasi SIPD adalah http:/sirup-
lat.Ikpp.go.id

2. Akun yang perlu dipersiapkan, yaitu :

a. PPE = username sama dengan Akun PPE Sirup
Production, Pass : Qwertyslrup atau qwertysirupL4t
b. PA =dibuat oleh akun PPE
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a)

c. PPK = silahkan berkoordinasi dengan Direktorat

SPSE LKPP, link PIC|https://linktr.ee/PICLPSE

3. Data ujicoba SIPD yang dapat ditarik adalah data SKPD
TA 2021

4. Hasil testing beserta kritk dan saran untuk

pengembangan selanjutnya dapat diberikan via email ke

dit.pmep@Ilkpp.go.id

Diskusi dan Tanya Jawab
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, ada beberapa
pernyataan dari perwakilan OPD tentang mekanisme pengadaan

dan SPSE Versi 4.4 dan langsung dijawab oleh narasumber.

2) Kegiatan Hari ke -2

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Versi 4.4, dilaksanakan pada :

&=

&

=

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Mei 2022
Tempat : Ballroom Ancyra Hotel

Jumlah Peserta : 92 Orang (daftar hadir terlampir)
Pelaksanaan kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WITA.
Penyampaian Materi ,

Penyampaian Materi 1 disampaikan oleh Bapak Yohan A.
Pokalose tentang Impementasi e-Government melalui
Procurement dengan Bapak Ir. Ikhsan Tampake, S.T sebagai
moderator, yang meliputi :

1. LATAR BELAKANG E-PROCUREMENT
e-Proc diperlukan untuk tata Kelola Pemerintahan yang buruk,
kolusi dan persengkongkolan, Persaingan usaha tidak sehat,
Kredibilitas proses rendah, luas 1,919,440 km2 dengan 17.508
pulau, populasi 237 juta penduduk, SDM pengadaan yang
berkualitas terbatas, distribusi SDM tidak merata.

2. PERKEMBANGAN E-PROCUREMENT DI INDONESIA
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Kondisi Pelaksanaan pengadaan saat ini: Persaingan usaha

tidak sehat/ premanisme, Bad Governance: Kolusi,

persekongkolan, SDM pengadaan terbatas, Informasi harga dan

barang terbatas, akses pasar yang terbatas, pasar yang
tersekat-sekat (fragmented).
3. RUANG LINGKUP E-PROCUREMENT

a. Tujuan e-procurement adalah memperbaiki transapransi
dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan
persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi
proses
pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit,
memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

b. Tantangan dan Permasalahan e-Procurement adalah
Pemahaman & penolakan (Kesenjangan digital, Teknologi,
Metodologi, Kepentingan kelompok, Keengganan berubah),
Kepatuhan peraturan (Kesesuaian proses bisnis,
Kelengkapan fitur aplikasi), Standar (Pertukaran berkas
elektronik, Persandian, Pengamanan data).

4. LPSE DAN PERPRES 54 TH 2010 & PERUBAHAN (dalam
Pasal 111 dan Pasal 131)
E-Procurement terbagi menjadi e-Auction, e-Tender, e-
Catalogue.
1. Model-model LPSE
& Membangun LPSE dan menyelenggarakan sistem
elektronik melalui Website, server, internet, unit LPSE

& Membangun LPSE tanpa sistem (LPSE Service) melalui
Server, internet, admin sistem, registrasi vendor,
pelatihan vendor.

= Membangun LPSE tanpa fungsi registrasi vendor
melalui Website, server, internet, admin system.

& Menjadi pengguna LPSE terdekat melalui Surat kepada
LPSE.
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2. Peran LPSE Kota/Kabupaten/Prov adalah Membangun

infrastruktur LPSE, Melayani pengguna & penyedia,
Mengoperasikan data center LPSE (bisa bergabung dengan
Prov), Provinsi memfasilitasi Kab/Kota di wilayah untuk
membangun LPSE.

3. Hubungan Kerja ULP dengan LPSE
adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan
unit Layanan yang memfasilitasi ULP  dalam
menyelenggarakan  pengadaan barang/jasa  secara
elektronik (SPSE), Layanan yang diberikan LPSE
diutamakan terhadap ULP terdekat dalam
teritorial tetapi tidak tertutup kemungkinan yang letaknya
berjauhan berdasarkan pertimbangan efektifitas dan
kemudahan pelaksanaan pengadaan secara elektronik bagi
pihak-pihak yang terlibat, Pegawai LPSE dilarang
merangkap
menjadi PPl (UIP/Pejabat Pengadaan, Unit kerja yang
melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit

kerja

yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari
pertentangan kepentingan.

4. Kesimpulannya adalah Pembinaan Jasa Konstruksi sudah
saatnya memahami e-gov, khususnya e-proc, Pembinaan
Jasa Konsturksi dapat mengakses SPSE anytime,anywhere,
Pemahaman e-gov/e-proc akan menjadi pintu masuk dalam
pembinaan masyarakat jasa konstruksi, Dispute Jasa
konstruksi di kab/kota tidak bisa dilepaskan dari tanggung

jawab Pembinaan Jasa Konstruksi.
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Penyampaian Materi 1 tentang Katalog Elektronik &

ePurchasing oleh Bapak Yohan, yang meliputi:

1. Apa itu Katalog dan e-Purchasing ?

Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan
harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa
Pemerintah.

E-Purchasing adalah tatacara pembelian melalui sistem katalog
elektronik.

2. Mengapa Katalog Elektronik ?

Dengan menggunakan Katalog Elektronik, tidak perlu
tender/lelang, Efisien, Transparan, Sesuai Kebutuhan,
Pengurangan Biaya, Lebih Akuntabel, Program Pemerintah.

3. Jenis Katalog Elektronik, e-Katalog Nasional, e-Katalog Sektoral,
e-Katalog Lokal.

4. Tujuan E-Purchasing, terciptanya proses pemilihan barang/jasa
secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga
memungkikan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih
barang/jasa pada pilihan terbaik dengan proses yang singkat dan
harga yang telah distandarkan, Efisiensi biaya dan waktu proses
pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan
pengguna barang/jasa.

5. Ketentuan Umum E-Purchasing
1. Diselenggarakan oleh LKPP dengan memuat informasi

spesifikasi dan harga barang/jasa.

2. Barang/jasa pada sistem e-catalogue ditentukan LKPP

3. E-Purchasing (tanpa batasan nilai) dilaksanakan oleh Pejabat
Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan

Instansi/Institusi.
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b. Diskusi dan Tanya Jawab
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, ada beberapa
pernyataan dari perwakilan OPD tentang kendala dalam

penginputan SIRUP langsung dijawab oleh narasumber.

c. Acara Penutupan Kegiatan

Setelah penyampaian materi, dilakakukan pembagian
doorprice dan dilanjutkan dengan penutupan kegiatan secara
resmi oleh Kepala Sub Bagian LPSE Bagian Pengadaan Barang
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso pada pukul 11.00 WITA.
Dengan ucapakan terima kasih atas peran serta semua pihak baik
panitia dan peserta kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Versi 4.4 dapat berjalan dengan baik.

Kepala Sub Bagian LPSE, Bapak Ir. Ikhsan Tampake, S.T
menyampaikan sambutan penutupannya sebagai berikut : Telah
bersama-sama kita simak materi sosialisasi dari awal hingga akhir
yang telah disampaikan dengan cukup baik oleh narasumber.
Materi yang telah disampaikan mengandung substansi penting
tentang penyelenggaraan pengadaan yang lengkap, teratur,
efisien, sistematis. Diharapkan setelah menerima materi ini para
peserta dapat mengambil manfaat dan pengetahuan yang akan
diterapkan pada instansi kerja masing-masing sehingga tujuan
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku. Kegiatan sosialisasi secara resmi
ditutup.

Kemudian dilanjutkan makan siang, selesai.
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PENUTUP

a. Kesimpulan

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi ini disampaikan.

Maka dari penyampaian di atas dapat disimpulkan :
1. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek SPSE serta SIRUP sangat dibutuhkan

oleh Pelaku Pengadaan.

Sinkronisasi antara Pelaku Pengadaan dan Pengelola Keuangan
Daerah harus dilakukan agar tercipta Tata Kelola Pengadaan Barang
dan Jasa yg benar di lingkup Pemerintah Kabupaten Poso.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Poso akan melakukan Pendampingan serta Bimtek kepada seluruh
Pengguna Aplikasi tanpa terkecuali.

Tahun Anggaran 2022 akan menjadi Starting Point Tata Kelola
Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dengan mengadakan beberapa

perubahan dan penekanan pada regulasi yang ada.

b. Saran

1. Pelaku Pengadaan dan Pengelola Keuangan semestinya wajib

mengikuti semua perubahan regulasi yang ada dengan ikut serta dalam
Sosialisasi dan Bimtek seperti ini.

Setelah Sosialisasi dan Bimtek seharusnya langsung diadakan Asistensi
Desk kepada semua OPD agar apa yang telah didapatkan dalam
pelatihan dapat labgsung diterapkan.

Segera dilakukan Integrasi semua Aplikasi yang berhubungan dengan
Tata Kelola PBJ.
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LAMPIRAN

w Daftar Nama Peserta Yang Mendaftar di Google Form

DAFTAR NAMA PESERTA
SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DAN SPSE VERSI 4.4

NAMA LENGKAP INSTANSI JABATAN NO. HP
OLDY SOPLANTINO, 55TP Bagian Tata Pemerintahan Kepala Baglan 081354490888
Suardi Aan, 888 | adan Kepegawsian dan Pengembangan SOM|  Kasubag PerencansanProgram | cessesrrasr |
""""" AdrianiRamachen 5. 50s.MAP |  DiasketshananPangankab.Pose | Sekews@ek |  osszerzses |
Ru'.ﬂa.b. ..................................................................... Kmm.‘.npo‘omuu’. cm. 0652“071007 ......
FRENGKY OKTAVIANUS TOMPIRA, S5TP, M8 |  KecamatanPosoKotaSetsn |  ceme | S
RAMMAT HIDAYAT RENGGAH, 5T.MT. |  Dinas LingkunganHidupKab. Poso | Katxd Penataan dan Penasten Lingkungen | 05 3sesseses |
TiesyeMenenete | onesremoeemammaneionat | - agmnsep | oszzszrie008 |
MONGINSIDI ALIARSYAD, KM | BNNKABUPATENPOSO | PERENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN | 081341489102 |
Lo, SEMSI - | kenorcemstPosokomsestan | Kesiokonomidanpembargunan |  ossssdseross |
Seivie Matina C. Mortolas | Kelurahan Lembomawo, Kec. PosoKkota | e | 081354433475
.................................................................................................... Y e eerstrommmement e esst——e e ———t————————t et t————t——
Drs. Erawanto A. Timumun Kecamatan Poso Kota Camat 081242096677
st Amazeh Wuandansstewm | KeowmsnPotokcl | Kasub Bagian Keuangan dan Periengkapan | 082140880665 |
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13 |dr, Jean S. Rondonuwu, M.Kes Rumah Sakit Umum Daerah Poso Direktur 085230109900
14 |Yudistira R, 5.Gz Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kasubag Perencanaan dan Program 082292099216
15 |TRI BUDIONO, SKM Dinas Kesehatan PPK Sarana Kesehatan 085241008893
) Kasubbid Perencanaan dan Penganggaran
16 |Saeful Poniman Badan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Langsung 085256756134
17 |Dedi Fransiscus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Bidang Cipta Karya 085269382128
18 |NOFIAN BACHRI Dinas Pekernaan Umum dan Penataan Ruang Staf Perencanaan Program 081241234079
19 |zukini. s Sos Sekretaniat Daerah Bagian Adm. Pembangunan PPK 085394375949
dan LPSE
20 |Rahmad, SH Kantor Kelurahan Tabaiu Lurah 082271267003
e rsmsr et s s e D e e D e - Rl st
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KAB
21 |ASNAWI MAHMUD RANGA S H POSO PROP SULTENG Staf 085242456407
22 lindra W. Ngasang, S.PL M.Si. Kantor Kecamatan Poso Pesisir Camat 082259648028
23 | Zulkifh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Staf 082213305015
24 |Noidi Tobondo Dinas Pariwisata Kabupaten Poso Kepala Dinas 085241210207
Kantor Lurah Bukit Bambu Kecamatan Poso
NOVASEMLA MOSONGKO Kota Selatan Lurah 082194869967
Sukardi Laiya, S.T Dinas Tenaga Kena dan Transmigrsai Kasi 085241090590
27 |Moh, Gazall Malewa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kasie. Pembinaan Jasa Kontruksi 082194749111
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28 |Mariina Ab salam Sekretariat DPRD Kabupaten Poso Kasubag Program 085242142545
Abd. Jalal Rahman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kasi Ingasi 081333883923
Fauzan S. Jusup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kasie Pengelolaan Sungai, Pantai dan Rawa 081250027700

31 |Mappiesse. SH DhasPengendaianpl:;thdanKBKab. Bk Diira mﬁ.

32 |Sn Sulistiyati Syamsul Putn Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Staf 085243030304

33 |Suhartin J. Lumani. SE Dinas Pengendalin Penduduk dan KB Sekretarns 081245075444

34 |Adriyanto Saleh, S sos Kelurahan Tegalrejo Lurah 085398893864

35 |Markarma Lasimpala, SP., MP Dinas Tenaga Kerfa dan Transmigrasi Kepala Dinas 081319304846

36 |Mohamad ihwal, ST ENAE SN (I R PPK 085242636293

Kab. Poso

37 |Nokirina Tinagar, SE, M Si Kantor Kelurahan Kawua Lurah 08239666672

38 [irwan Thaha Bauda Dinas Perikanan dan Kelautan Kasi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan 081354285558

39 |Sitti Rahmi, S.Kom Kelurahan Kayamanya Lurah 081315345101

40 |Leila Kaled, S Sos Kantor Kecamatan Poso Kota Lurah Gebangrejo 082193090979

41 |Herian. L Langkanae, SE Sekretanat DPRD Kab. Poso Pengurus Barang 081276120761

42 limayanti Sahaba, SH Sekretariat DPRD Kab. Poso Pembantu Pengurus Barang 081296964431
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43 |Ahmad Sapta Gall Alam Bagian Unu;'t; Sekretariat Daerah Kab. Poso Bendahara Pengeluaran 00523238';;6"1 :
'";‘"" RAHIM TONGGUBORO,SH Kec.Poso Kota, KelKayma Sentral Lurah 081340423823
4.‘3< Miriam Aneke Baloly, ;E ........ ‘ Dinas lem: kab. Poso Kcsubog Proq.m 0;.2194208303
46 [ops venamesen | omssom PPTIStaf Bagian Perencansan dan Program | oes2ee1zsesy |
'";;"‘ ;th Ikbal - | 4 Kelurahan Bonosotm Lu:.h ................ 085299128879

48 |Hj Emi Hamunta SH Kelurahan Moengko Baru Lurah 081354220344
4 o Rognsse | oressoss | Kepla Seli o8s241191021

50 |Ronti Mokeba, S. Sos Kecamatan Pamona Puselemba Lurah 081245471440
51 Jsriwaroan 1 Bogentum | Operato [ osseseeseros |
s fsammivoser Bagen Huam ' Sl Operator —
s Qi R ST XS SOOI T U oo oo T S B TS § S DT TSR It LT Peee: e

53 |NASRUN ALIHANA Kelurahan Gebangrejo Barat Kec Poso Kota Lurah 085321628890

54 |Alifrets Fiki Ranuntu, SKM RSUD Poso Staf Baglan Perencana 082271627534

55 AHMAD”DTJAMBABA SP,, MSi DINAS PERTANIAN KAB. POSO Kasi. Petben;\en & Pengendalian Perkebunan 0853221602;""“

56 |Edward Pesudo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso Staf 08114544271

57 |Rizal Musafir, SH Satpol & Damkar Kasubag Program, Keuangan dan Aset 082312236035
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58 |Daniel Madjaranggau,S.Sos Kecamatan Pamona Barat Kasl Kesra 082136619759
50 [voyoxswea | Dinas Perdiikan dan Kebuayeon Kab. Poso | Kasubeg Perencanoandan Progam | 062261836446 |

60 |Irsyad M Tjambi Dinas Pekenjaan Umum dan Penataan Ruang PPK 082298374855
. 61 |JALTAN FIANUS TEMF;;LI.SE KANTOR CAMAT LORE BARAT i | SE:(RETARIS CAMAT -.".'(;;..‘)241051008

&2 [zumin  sawmaiDsshBagantmm | swt -
63 B““N.uwsmn .................................................................. D‘mspms‘u ..................... 1 S—————— K”uugpw.m .................... 0878428“4650 .....
64 |usoavanm ' " Okmspawes | U -

65 |Yeni Rapar, SKM ' Dinas KesehatanKab Poso | asbeg K;“'""‘gg:" Aset Dinkes Kab 082346238621
o6 [vrnarazs | —— [ 4 KesiDstbusiPargen -
o [wevauranomss | Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan | e | cersasesraro |
68 RUTIAH. 8 Sos Bawnstif:':z ::‘rgr;::m ?g:::ongm; Kasu;ng Povemmsuxnpcgn Keunn;;n/ PPK- 08 1.354596.;69

69 JAmos Ratman Mondolu, SE, M Si Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Kepala Bagian Perekonomian 081212759898
70 freseyswaronubes | ————— I KosTnts | oss2s5457234/ va |

71 |Maryam Lantamu Kelurahan Moengko Lurah 085343836000
72 |oaveLmosarancoausSs | KECAMATANPAMONABARAT | 1 odvos | e
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73 |Ardianto Djedje.SPd Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Sekretaris Kecamatan 082346421253
74 |AGUS SUMAN BPBD KABUPATEN POSO Kepala Bidang 087753512639
75 |dr. N. Taufan Karwur Dinas Kesehatan Kepala Dinas 08114545569
76 |Jamo Manusama Kecamatan Pamona Utara Staf - 082349616971 N
77 |Aulia Aras. SE Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Staf 082292716589
78 |Nofisian Toil, SE M.Si Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kasubag Perencanaan dan Program 081354500970
79 |Nurul limi Abdullah Bagian Perekonomian, Setdakab Poso Staf 081241956930
80 JAnita, SH Dinas perpustakaan dan Kearsipan Staf Program i |
81 |YUDIISWANTO SAUDO, SE Dinas Lingkungan Hidup Kab, Poso Pit. KADIS LINGKUNGAN HIDUP KAB. POSO 082187929888
82 |ROYSMAN MALOTU, SE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PPK 085231806169
83 |YULIUS CHRISTIAN MEGATI ST Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program 085311670081
84 |Morthen F Djaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabid Pembinaan Dikdas 082195656088
85 |TOMILAKORO Dinas Panwisata Admin Sirup 085342893478
86 |ERIC WILLIAM LEMBA TOMASOA ST Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KABID PENATAAN RUANG 082188699717
87 |MARKUS WUTABISU, SH.,.MM KANTOR CAMAT PAMONA PUSELEMBA PPK 082343791532

Bagian Pengadaan Barang dan Jaca



[ Cetistin Sosialions:

88 |SETHPUTRAD.NYOLONYOLO, ST KANTOR LURAH SANGELE Lurah 085285098770
89 EUSABETHBANDOLASE ................................................ KA NTORLURAHTENTENA ......................................... Lw.h 085298726864 ......

90 |SRIINDRIYANI PAKAJA, SE Kantor kelurahan Lawanga Tawongan Lurah 081243042585
91* Alex P.nggm SE, M. 8i - Bldun Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Barang Milik DIOfI.;;m RIS
o |woreuriawase | SelceriDasrshBagenUmum | KepslaBagenUmam | oetzédsaeezz |
o3 |adyansvondong. 5508 | Bagin Perskonomian Seldakab Poso | Kesubeg Pombinasn BUMD dan BLUD | 081342174983 |
941 SUMRANSUMARDIO o:msmg:m&mnx&mom o 083813205667

95 |Rahmat Runa Bagian Administrasi Pembangunan Kasubag Evaluasi Pelaporan 081341233123
o6 [NovtaLiwope | Kertor Kecamaan PKU T umntsgn | o 085240260695
........ 3 R N R | R R e e e AR e et 2} P S 0Nt L S

97 |SRIHANDAYANI. GANI. §.Sos Kec. Poso Kota Utara /Kelurahan Kasintuwu Lurah Kasintuwu 085256009778
[ 96 [Saimon Dunka DinasPUPRKabwpalsnPoso | ————— 081243048754
o [MescaPoaasss | Oinas Pengendalian Perduduk don Keluarga | ersTeEtT i onz210000627
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aan Barang dan Jasa yang benar dalam Pemerintah Daerah
an Pembangunan, karena Pelaku Pengadaan merupakan
sementara objeknya ada pada anggaran yang
bla Pengadaan Barang dan Jasa salah, maka
ggunaan Anggaran yang salah.
dan Jasa adalah Unit Kerja yang
ir kesalahan-kesalahan Penataan
Jan Jasa karena UKPBJ
DM dan Sistem Informasi

CIUKPBYE
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